
SATINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 95/ HK.o3. 1 -Kpt/ 5 2 I Prov I Ixl 2OtT

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2OT8

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang a. bahwa ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan

bahwa tugas dan wewenang Komisi pemilihan Umum

Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur adalah men5rusun dan menetapkan

pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor S Tahun

2Ol7 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang

menyebutkan KPU Provinsi/KlP Aceh menetapkan

Keputusan KPU Provinsi/KlP Aceh tentang pedoman

*OMlS,

teknis....
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teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur dengan berpedoman pada Peraturan KPU

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teloris

dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan l,embaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang_

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang_
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang_Undang Nomor
l0 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5g9g);

3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2O0B tentang Tata Kerl'a Komisi pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi, dan
Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota

ln1

Mengingat

sebagaimana . . . .
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2Ol7 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-

Kpt/ 52 /Prov /Vll2Ol7 Tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 725/PK.O1-

BA/s2/Prov/lX/2O17 tanggal 27 September 2017 tentang

Penetapan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara

Barat tahun 2018.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA

KAMPAI{YE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN

2014.

Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara

Barat Tahun 2ola sebagaimana tercantum dalam

Lampiral I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan

l,ampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA . . . .
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Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

sebagai panduan dalam proses pelaksanaan pelaporan

dan Audit Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 201g.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

LALU AKSAR ANSORI
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NoMOR 95/HK.03. 1-Kpt/ 52 / prov lIXl 20tZ
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA

BARAT TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan pemilihan
Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud daram pasar 11
huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan warikota menjadi Undang-
Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yangmenyebutkan bahwa tugas
dan wewenang Komisi pemilihan Umum provinsi dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur adalah men5rusun dan menetapkan
pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 5g ayat {i) peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2077 tentangDana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau walikota dan wak, walikota, yang menyebutkan bahwa
KPU Provinsi/Klp Aceh menetapkan keputusan KpU provinsi/Klp Aceh
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tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.
MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk
menjadi panduan bagi:

1. Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan

penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan

2. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini merupakan Dana Kampanye yang

digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh

Pasangan Calon yang bersangkutan.

PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat
di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung dan

demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah memenuhi syarat dan

ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur
NTB tahun 2018.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut

KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya

disebut KPU Provinsi NTB, adalah penyelenggara pemilihan umum
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sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum
yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat,

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum
yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai

Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralryat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun

2018, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan

visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya,

yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan

jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk
membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

10. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disingkat RKDK

adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye

berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
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11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah
pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo
awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon
dan/atau Partai Politik atau Gabungan partai politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya
disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima pasangan Calon setelah LADK
disampaikan kepada KPU provinsi NTB.

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya
disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh pasangan Calon yang
digunakan untuk keperluan audit.

15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat Ap, adalah seseorang yang
telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan publik.

16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAp, adalah badan
usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang_

undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan publik.

17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi
kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan
telah memperoleh akreditasi dari KpU provinsi NTB untuk
melakukan pemantauan Pemilihan.

18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang

mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KpU untuk
melakukan pemantauan Pemilihan

19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

DANA KAMPANYE

Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Sumber Dana Kampanye
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a. Dana Kampanye pasangan Calon dari partai politik atau
Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
1) Pasangan Calon;

2) Partai Politik atau Gabungan partai politik pengusul;
dan/atau

3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
b. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:

1) Pasangan Calon; dan/atau
2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

c. Dana Kampanye yang bersumber dari pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam huruf a angkal) dan huruf b
angka 1) berasal dari harta kekayaan pribadi pasangan Calon
yang bersangkutan.

d. Dana Kampanye yang bersumber dari partai politik atau
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a
angka 2) berasal dari keuangan partai politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon.

e. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam huruf a angka 3) dan huruf b angka 2) berasal
dari:

1) perseorangan;

2) kelompok; atau

3) badan hukum swasta.

f. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau
keluarga Pasangan Calon, keluarga suami atau istri, atau
keluarga dari pengurus atau anggota partai politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon,
dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana
dimaksud pada huruf e angka 1).

g. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana
dimaksud pada huruf e bukan berasal dari tindak pidana, dan
bersifat tidak mengikat

Bentuk Dana Kampanye

a. Dana Kampanye, dapat berbentuk:

1) uang;

2) barang; dan/atau
3) Jasa
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b. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 1) meliputi penerimaan uang secara tunai,
cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melaiui
transaksi perbankan.

c. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 2) meliputi benda bergerak atau benda tidak
bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga
pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima

d. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 3) meliputi peiayanan/pekerjaan yang

dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh pasangan

Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu
diterima.

e. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dicatat
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu
diterima.

Pembatasan Pembiayaan Kampanye

a. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Poiitik sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf d,

nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa kampanye.

b. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf e

angka 1), nilainya paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh
lima juta rupiah) selama masa kampanye.

c. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain

kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud

dalam angka t huruf e angka 2l dan angka 3), nilainya paling

banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

selama masa kampanye.

d. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan

Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain

kelompok atau badan hukum, bersifat kumulatif selama

penyelenggaraan kampanye.
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e Dana Kampanye yang bersumber dari partai politik atau
gabungan partai politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam angka t huruf d dan huruf e meliputi jumlah penerimaan

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari
partai politik dan pihak lain.

Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan
pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus
dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

1) partai politik:

a) nama Partai Politik;

b) alamat Partai Politik;

c) nomor akte pendirian Partai Politik;

d) Nomor Pokok Wajib Pajak;

e) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
f) nomor telepon/ telepon genggam pimpinan partai

Politik;

g) jumlah sumbangan;

h) asal perolehan dana; dan

i) pernyataan penyumbang bahwa:

(1) penyumbang tidak menunggak pajak;

(2) penlnrmbang tidak dalam keadaan pailit
berdasarkan putusan pengadilan;

(3) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

(4) sumbangan bersifat tidak mengikat;

2) perseorangan:

a) nama;

b) tempat/tanggal lahir dan umur;
c) alamat penl,umbang;

d) nomor telepon/telepon genggam (aktif);

e) nomor identitas;

f) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);

d pekerjaan;

h) alamat pekerjaan;

i) jumlah sumbangan;

j) asal perolehan dana; dan

k) pernyataan peny'umbang bahwa:

f
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(1) pen)rumbang tidak menunggak pajak;

(2) penyrrmbang tidak pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

(3) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

(4) sumbangan bersifat tidak mengikat;

3) Kelompok:

a) nama kelompok;

b) alamat kelompok;

c) nomor identitas pimpinan kelompok;

d) nomor telepon/telepon genggam (aktif);

e) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan

kelompok (apabila ada);

f) nama dan alamat pimpinan kelompok;

g) jumlah sumbangan;

h) asal perolehan dana;

i) keterangan tentang status badan hukum atau status
kelompok; dan

j) pernyataan peny'umbang bahwa:

(1) penyumbang tidak menunggak pajak;

(21 peny,umbang tidak dalam keadaan pailit
berdasarkan putusan pengadilan;

(3) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
(4) sumbangan bersifat tidak mengikat;

4l badan hukum swasta:

a) nama badan hukum swasta;

b) alamat badan hukum swasta;

c) nomor akte pendirian badan hukum swasta;

d) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;

e) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum
swasta;

f) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau
pimpinan badan hukum swasta;

g) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

h) jumlah sumbangan;

i) asal peroiehan dana;

j) keterangan tentang status badan hukum; dan
k) pernyataan penyumbang bahwa:
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J

k

h

I

m

(1) penfrmbang tidak menunggak pajak;

(21 penyumbang tidak dalam keadaan pailit
berdasarkan putusan pengadilan;

(3) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
(4) sumbangan bersifat tidak mengikat.

Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta
sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4) wajib dilampiri
salinan akte pendirian badan usaha.

Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud pada huruf e yang dilakukan dengan cara

memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK

disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada

huruf f.
Identitas pen5rumbang sebagaimana dimaksud pada huruf h
dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

huruf e yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank,

disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana

dimaksud pada huruf f.

Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang

menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c:

1) dilarang menggunakan dana dimaksud;

2l wajib melaporkan kepada KPU Provinsi NTB; dan

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye

berakhir.

KPU Provinsi NTB, memfasilitasi penyerahan kelebihan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf k ke kas

Negara.

Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang sebesar harga

pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran

transaksi jual beli yang beriaku secara umum, diperlakukan

ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk

pada pedoman teknis ini.

n
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Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan partai

Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan

uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan
ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya

berpedoman pada pedoman teknis ini.

B. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

1. KPU Provinsi NTB menetapkan pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah
kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar
biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah
dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen
Kampanye/ konsultan.

2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye diiakukan dengan cara

menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar

biaya daerah;

b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x
standar biaya daerah;

c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar

biaya daerah;

d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah
pemilih) x Rp25.000,O0;

e. jasa manajemen/ konsultan;

f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh pasangan Calon yang
jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU provinsi NTB; dan

g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang
jumlahnya berpedoman pada keputusan KpU provinsi NTB

tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.

3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KpU

Provinsi NTB berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau petugas yang ditunjuk bakat pasangan Calon

untuk mendapatkan masukan.

4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan keputusan KpU

Provinsi NTB dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi

sebagaimana dimaksud pada angka 3.
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C. Rekening Khusus Dana Kampanye
1 . Partai politik atau Gabungan partai politik yang mengusulkan

Pasangan Calon dan pasangan Calon perseorangan wajib membuka
RKDK pada bank umum.

2' RKDK untuk pasangan caron dari partai poritik atau Gabungan
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka I dibuka pada
bank umum oleh partai politik atau Gabungan partai politik yang
mengusulkan pasangan Calon.

3' RKDK yang dibuka oleh partai poritik atau Gabungan partai poritik
yang mengusulkan pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
angka 2 dibuka atas nama pasangan Calon dan spesimen tanda
tangan harus d akukan bersama oleh partai poritik atau Gabungan
Partai Politik dan salah satu calon dari pasangan Calon.

4. Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan
paling lambat pada saat penetapan pasangan Calon.

5. Pembukaan RKDK bagi pasangan calon yang diusulkan oleh
Gabungan Partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 3
dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh partai politik
atau Gabungan Partai politik.

6. Partai Politik atau Gabungan partai politik yang mengusulkan
Pasangan Calon dan pasangan Calon perseorangan melaporkan
hanya 1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud pada angka I
kepada KPU Provinsi NTB.

7. RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah disampaikan
kepada KPU Provinsi NTB tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan
penggantian.

8. Salinan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi
lampiran pada LADK dan LPpDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan

dipertanggunglawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan
transparan.
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Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
pelaporannya menjadi tanggung jawab pasangan Calon.
Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari pasangan

Calon dan/atau Partai politik atau Gabungan partai politik,

Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut
hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada RKDK
sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

Partai Politik atau Gabungan partai politik dapat menerima
sumbangan Dana Kampanye dari partai politik atau Gabungan partai

Politik dan pihak lain.

Partai Politik atau Gabungan partai politik wajib mencatat
penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam
pembukuan penerimaan Dana Kampanye.

Partai Politik atau Gabungan partai politik wajib menyampaikan
pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam
LADK.

Format pembukuan7 penerimaan Dana Kampanye sebagaimana

B

dimaksud pada angka 5 sesuai yang tercantum dalam Lampiran
Pedoman Teknis ini.

B. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran
dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka g terpisah dari
pembukuan keuangan pribadi pasangan Calon.

10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka B mencakup
informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran
disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungiawabkan.

11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka g dan angka 9
dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa
Kampanye berakhir.

Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib men5rusun dan menyampaikan iaporan Dana
Kampanye kepada KpU provinsi NTB.

2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar
belakang akuntansi dalam menlrrsun laporan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada angka l.
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Pasangan Calon wajib menJrusun dan menyampaikan laporan Dana
Kampanye yang terdiri atas:

a. LADK;

b. LPSDK; dan

c. LPPDK.

Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah
pembukuan yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang

diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon

atau Partai Politik atau Gabungan Partai Poiitik dan pihak lain.

2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai

sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat penetapan Pasangan

Calon.

3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada

angka 1 kepada KPU Provinsi NTB 1 (satu) hari sebelum masa

Kampanye.

4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada

KPU Provinsi NTB paling lambat pukul 18.00 Wita.

5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai yang

tercantum dalam Lampiran 2 Pedoman Teknis ini

6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat

disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib

menyerahkan surat tugas.

8. KPU Provinsi NTB menerima LADK dari Pasangan Calon atau

petugas yang ditunjuk.

9. KPU Provinsi NTB melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LADK.

10. KPU Provinsi NTB membuat tanda terima LADK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk'

C
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11. KPU Provinsi NTB menuangkan has penerimaan LADK dalam berita
acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/ atau format LADK sebagaimana
dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KpU provinsi NTB membuat
catatan khusus dalam berita acara.

13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada
angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sesuai yang tercantum
dalam Lampiran 5 Pedoman Teknis ini.

14. KPU Provinsi NTB mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari
setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud pada angka g, pada
papan pengumuman dan/atau laman KpU provinsi NTB.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b
merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima
Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.

2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari
sebelum LPSDK disampaikan kepada KpU provinsi NTB.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada

angka 1 kepada KPU Provinsi NTB sesuai dengan jadwal dalam
Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

tahun 2018.

4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada

KPU Provinsi NTB paling lambat pukul 18.00 Wita.

5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai yang

tercantum dalam Lampiran 3 Pedoman Teknis ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan

oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib

menyerahkan surat tugas.

8. KPU Provinsi NTB menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau
petugas yang ditunjuk.

9. KPU Provinsi NTB melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LPSDK.
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10. KPU Provinsi NTB membuat tanda terima LPSDK yang

ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang

ditunjuk.

11. KPU Provinsi NTB menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam

berita acara.

12. Dalam ha1 cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana

dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Provinsi NTB membuat

catatan khusus dalam berita acara.

13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada

angka 1O dan angka 11 sesuai yang tercantum dalam Lampiran 5
Pedoman Teknis ini,

14. KPU Provinsi NTB mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari
seteiah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada

papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi NTB.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf c
adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.

2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2,

menggunakan pendekatan aktivitas.

4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi NTB

paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada

KPU Provinsi NTB paling lambat pukul 18.00 Wita.

6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai

tercantum dalam Lampiran 4 Pedoman Teknis ini.

7. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disampaikan

oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib

menyerahkan surat tugas.

9. KPU Provinsi NTB menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau

petugas yang ditunjuk.
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10. KPU Provinsi NTB membuat tanda terima LppDK yang
ditandatangani bersama dengan pasangan Calon atau petugas yang
ditunjuk.

11. KPU Provinsi NTB menuangkan hasil penerimaan LppDK dalam
berita acara.

72. Tanda terima dan berita acara LppDK sebagaimana dimaksud pada

angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sesuai tercantum
dalam Lampiran 5 Pedoman Teknis ini.

13. KPU Provinsi NTB menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud
pada angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari
setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

Bentuk Perikatan dan T\rjuan Audit
1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 adalah audit kepatuhan.

2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur

tentang Dana Kampanye.

3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1

berupa opini patuh atau tidak patuh.

4. Tfrjuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan

Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Dana Kampanye.

Seleksi Kantor Akuntan Publik

1 KPU Provinsi NTB melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit
Dana Kampanye.

2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam

kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1

dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur NTB tahun 2018.

B
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5

4 KPU Provinsi NTB menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi

sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk melakukan audit
LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melakukan audit
LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas

dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi NTB.

2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1

wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung

dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau Pasangan Calon perseorangan;

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud

pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi

audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.

4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud

pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi PKPU No.

5 tahun 2Ol7 dan Pedoman Teknis ini yang diselenggarakan oleh

KPU Provinsi NTB.

5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1

bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling iambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi NTB

sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 13.

2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan

menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang

diperlukan tepat waktu.

3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP

untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan

C
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data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye;

melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas
peny,umbang;

meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap
perlu; dan

memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KpU provinsi NTB paling
lambat 15 (1ima belas) hari setelah diterimanya LppDK dari KpU
Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka
13.

2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib
dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan
KPU Provinsi NTB.

3. KPU Provinsi NTB menyampaikan hasil audit Dana Kampanye

kepada Pasangan Calon, paiing lambat 3 (tiga) hari setelah menerima
hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud angka 1.

4. KPU Provinsi NTB mengumumkan hasil audit laporan Dana
Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit
dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KpU provinsi

NTB.

5. KPU Provinsi NTB menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit
LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KpU paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAp.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan pasangan Calon
perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain
untuk Kampanye yang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, iembaga swadaya

masyarakat asing dan warga negara asing;

b

c

d
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b. pen).umbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas
identitasnya;

c. Pemerintah dan pemerintah Daerah; dan
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan

badan usaha milik desa.

2. Partai Politik atau Gabungan partai politik yang mengusulkan
Pasangan Calon dan pasangan Calon perseorangan yang menerima
sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
b. wajib melaporkan kepada KpU provinsi NTB;
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat

14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3' KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini

sebagai auditor:

a. tim Kampanye atau petugas Kampanye pasangan Calon dari
Partai Politik atau Gabungan partai poritik dan pasangan calon
perseorangan;

b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran
uang atau penyimpanan kekayaan pasangan Calon;

c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan
Pasangan Calon dan Partai politik atau Gabungan partai politik

dan Pasangan Calon perseorangan;

d. Anggota KPU, KPU provinsi/Klp Aceh, KpU/KIp
Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KpU, Sekretariat
KPU Provinsi/KlP Aceh, dan Sekretariat KpU/KIp
Kabupaten/ Kota; dan

e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat
kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam
jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. Sanksi

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang

tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam BAB II huruf A angka 3 huruf f, dikenai sanksi sebagaimana

diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

1
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2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pasangan Calon

Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam BAB II huruf A angka 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
k, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan Calon

sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan.

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B

angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan Calon.

4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KpU

Provinsi NTB sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana

dimaksud dalam BAB III huruf E angka 4 dan angka 5, dikenai
sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui
tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 2, KAp yang

bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu
dilakukan klarifikasi.

6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada

angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

7. KPU Provinsi NTB menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan
pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

yang bersangkutan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka

2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang

diusuikan sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2, dikenai

sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud

pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai

berikut:

a. KPU Provinsi NTB melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon

dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon

perseorangan;
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b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
diputuskan dalam rapat pleno.

11. Pembatalan sebagai pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan
KPU Provinsi NTB.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Kewajiban KPU provinsi NTB dalam Memberi pelayanan
l. KPU Provinsi NTB memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye

kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas

konsultasi:

a. tatap muka;

b. melalui telepon; dan
c. melalut email.

3. Kewajiban KpU provinsi NTB dalam memberikan pelayanan adalah:
a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KpU provinsi NTB, dan

dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat

informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi,
penjelasan petugas KpU provinsi NTB, tanda tangan petugas
dan tamu;

d. menyiapkan alamat email KplJ provinsi NTB; dan
e' berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi

akuntan publik.

Pihak Lain yang Melaksanakan dan Mendanai Kampanye
1. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk

Pasangan Calon wajib men5rusun dan melaporkan Dana Kampanye
kepada Pasangan Calon.

2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi kelompok
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta,
individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk
mendukung Pasangan Calon.

B

A.
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kepada Pasangan Calon.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi kelompok
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta,
individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk
mendukung Pasangan Ca1on.

Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain
sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KpU provinsi NTB

sebagai lampiran LPPDK.

Bawaslu Provinsi NTB dapat Mengakses Informasi
1. Bawaslu Provinsi NTB dapat mengakses informasi data yang terkait

dengan laporan Dana Kampanye kepada KpU provinsi NTB.

2. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud
pada angka 1, disampaikan secara tertulis kepada KpU provinsi NTB.

Peran Masyarakat dan Lembaga Pemantau

1. Masyarakat dan lembaga pemantauan pemilihan dapat berperan
serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1

dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang disampaikan
kepada KPU Provinsi NTB dapat digunakan oleh KAp sebagai bahan
audit Dana Kampanye.

Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi pasangan

Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2Ol7

J

C

D

E

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

agian Hukum, Teknis dan Hupmas,

LALU AKSAR ANSORI
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 95/HK.03. l-Kptl 52 I Prov llxl 2Ol7
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR I-APORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model
LADKl-PARPOL

2. Formulir Model
LADK2.PARPOL

3. Formulir Model
LADK3_PARPOL

4. Formulir Model
LADK4-PARPOL

5. Formulir Model
LADKs-PARPOL

6. Lampiran Formulir
Model LADKS-
PARPOL

Laporan Awal Dana Kampanye;

Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Awal Dana Kampanye;
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Kepada Pasangan Calon;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

7. Surat Pernyataan Penyr.rmbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyrmbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;
LADKl-
Perseorangan

2. Formulir Model : Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye;
LADK2-
Perseorangan

3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;
LADK3-
Perseorangan

4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK4- Laporan Awal Dana Kampanye;
Perseorangan

5. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADKS- Kampanye;
Perseorangan

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penlrrmbang Pihak Lain Kelompok
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

jdih.kpu.go.id/ntb



-24-

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON I

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode-s I d._2

Tanggal Pembukaan Rekening
Nama Bank
Nomor Rekening

3

4

Nomor Uraian Rp Unit Ket.
A

Pasangan Calon7
2 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

(Total Penerimaan)s
3 Sumbangan Pihak Lain Perseorangane
4 Sumbangan Pihak Lain Kelompokto
5 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum

Swastal l

B Pengeluaran 13

1 Pengeluaran Operasi
a. Pertemuan Terbatasla
b. Pertemuan Tatap Mukars
c Pembuatan/Produksi

massa cetak dan
elektronikr6

ikdlan di
media

d. Pembuatan
kampanyelT

desain alat peraga

e Penyebaran bahan kampanye kepada
umum18

f. Kegiatan lain yang
larangan kampanye
perundang-undangan le

tidak
dan

melanggar
peraturan

S. Lain-lain2o

Pengeluaran Modal21
a. PembelianKendaraan22
b. PembelianPeralatan23
c. Lain-lain2a

3 Pengeluaran Lain-Lain2s
a. Pemberian Piutang26
b. Pembayaran Utang2T

C SALDO PER28

MODEL LADKI.PARPOL

Penerimaan6
1

6. Lain-Lain Komitmenl2

media
MASS 

2

i-tlI
L]!

E
H
ffi
tT-

t-l

=

i-
=

r-t
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T han ke 32
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CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

Nama Lengkap - Nama Lengkap -

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan pasangan Calon.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon.
7. Diisi dengan dana yang berasal dari pasangan Calon.
8. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan partai politik

yang mengusung Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak

lain perseorangan. sumbangan daram kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan
Kampanye pemilihan yang d aksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain
perseorangan tersebut.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial,
kelompok keagamaan dll
Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain badan hukum swasta.
Diisi dengan jumlah uang/ barang/iasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan pasangan Calon.
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas rapat terbatas.
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto
copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran
terkait dengan aktivitas tatap muka.
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi)
iklan Media massa cetak dan media massa elektronik-
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat
peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang
Kampanye.
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan Calon
didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye.
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser

11

12.

13.

14.

't<

16.

17.

18.

19.

ttd cap
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musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar,
donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap
muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan
kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan
perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

21. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer,
inventaris dan lain-lain.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan
berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal

penetapan Pasangan Calon.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye

beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per

tanggal penetapan Pasangan Calon).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal

penetapan Pasangan Calon.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan

Calon.
34. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8
NAMA PASANGAN CALON 1

DAFTAR AKTIFITAS PENGELUARAN DANA KAMPAI{YE
PERIODE-s/d-2

MODEL LADK2.PARPOL

Nomor3 Tanggala Bukti Pengeluarans Bentuk Aktifitaso Jumlah Kas (Rp)7
Jumlah Non Kas

(Unit)s
Klasifikasi Pengeluarane

Keteranganlo
19a 2eb 39"

CALON GUBERNUR

Nama Lengkap -

Keterangan:
l,aporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
3. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

ttdttd

CALON WAKIL GUBERNUR

Nama Lengkap -
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5 Diisi dengan nomor bukti yang menuniukan adanya pengeluamn Dana Kampanye dapat berupa kuitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau buLtipengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi
ll Pertemuan terbatas meliputi anta.r'a lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat fulis kantor, transportasi,konsumsi, Irrizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
2) Pertemuan tatap mulG meliputi transaksi a,rtsra lain biaya sewa g€dung/ruangan, cetal( undangan, foto copjr, alat tulis l(antor, transportasi,konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluara, terkait dengan aktivitas tatap muka"
3) Pembuatan/Produksi ildan di media massa cetak dan media Erassa elektronik mencakup tlansal<si antara Lain biaya pembuatan (biaya Foduksi)iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
4l Pembuatan der'ain alat p€raga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya iasa pembuatan desein alot peraga Kampanye sebegaima.adimaksud dalam Keputusan KpU provinsi NTB tentang Kampanye.
5) Penyebaran balan Karnpanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbullGn t ansaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahanKamPanye yang dibiayai oleh Pasangan calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepa.la, alat minum, lGlender, Lar.tunama, pin, alat tulisi paJrung dan/atau stiker paling b€sa.r ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Keputusan KpU provin"i r.ife t .rt .g K"-;;"._'6) Kegiatan lain yang tidak melianggar Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup anta.ra Lain kegiatankebudayaan (pentas seri' p€rnen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan saatai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazqr, donor atarah,perlombasn, hari uLang tahun), da, kampanye melalui media sosial.
7) Lain_l'ain mencalup transsksi pengeluaran s€lain kegiiatan pertemuan terbatas, pertemuan ts.tap muka, pembuatan iklaD media masa, pembuatandffain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar^ traraigan Kampanye dan peraturan perundang_undangan, seperti biaya administrasi bank.

b. Pengeluaran Modal
1l Pembelian Kendaiaan diisi detgan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengsn rupiar kendaraan tersebut berdasar.kan hargapa$ar.
2) Pembelian Peralatan diisi dengan iumlan/banyalanya peraratan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatsn tersebut berdasaikar harEa pssar.Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain_Iain.

c. Pengeluat'an lain-lain diluar pengeluaran opemsi dan pengeluaran modal.
T Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secaia tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang har.usdisajikan dalam bentuk mata uang RuPiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersetut ke aahm mata uangRupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8' Diisi dengan ju',llah satuan unit pengeluaian berupa Lrsrang/jasa yang dikeluar'kan, unit berupa pengeluaran berupa ba].ang dan jasa, harus disajikan dalamt'entuk satuan b€rana dan jasa te$ebut. Jika barang dan jase teGebut dapat diketahui nilai -piirrrry", maka sajikan juga .rit"i .upi"r, t*Jg a"r,l :u""tersebut berdasarkan harga pasa.r. contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, 

_tansportasi, 
dan lain-lain.9. Kolom Klasifika$i Pen8eluaran diisi dengan:

a. Cek list pada kolom I apabitra pengeluaran berasel dari pengeluar.an operasi.
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b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Keterangan tambahan:
a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

I

e.
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMTLIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8
NAMA PASANGAN CALON 1

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
PERIODE_sId z

CALON GUBERNUR

Nama Lengkap -

Keterangan:
l,aporan ini disusun oleh pasangan Calon
1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.2' Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon.3. Diisi dengan nomor urut.
4' Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan sald.o akhir periode tutup buku

ttd

CALON WAKIL GUBERNUR

Nama Lengkap -

ttd

MODEL LADK3.PARPOL

Nomo13 Uraiana Jumlah Kas (Rp)s Jumlah Non Kas nit 6 KeteranganT

cap

I
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Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi Inata
uang tersebut ke dalam rnata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa baiang! Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang ters€but.
Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiabnya, maka sajikan juga oilai rupiah baiang tersebut berdasarkan harga pasar.
Pada Kolom Keterangan dtsi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Laporan ditandatangani oleh Pas€ngan Calon Gubemur dan V/akil cubernur.

5

6

7
8
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMAPASANGANCALON 1

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL_s/ 2

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan Calon Gubernur

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 periode tanggal _ sampai _

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:
1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi NTB
tentang Dana Kampanye dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama
periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap
(KECUALI _) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang
sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasai dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau
kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang
dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia
untuk mempertanggungj awabkannya.

MODEL LADK4.PARPOL
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Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

Nama Lengkap - Nama Lengkap -

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

ttdttd cap
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LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK
DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAI{YE

KEPADA PASANGAN CALON 2

PERIODE TANGGAL 

-s/d 

g

MODEL LADKS.PARPOL

No.4 Tanggals
Jumlah Sumbangan6 Bentuk SumbanganT

Asal Sumbangan8 No Rek
Penlrrmban99

No Rek
Penerimalo Buktill Ketl2RP6a Unit6b T\rnai7, BarangTb Jasa7"

KETUAPARPOL/GABUNGANPARPOL BENDAHARAPARPOL/GABUNGANPARPOL

ttd

Nama Lengkap - Nama l,engkap -

ttd

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon.

cap

-------r----t
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2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yan8 diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Diisi dengan periode sumbangan Da.na Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
6. Dfui dengan jumlah sumbangan Dana IGmpanye yang diterima:

a. DiGi dengan juIlfa}l Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan da.lam bentuk baiangfasa yaIB telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar).

b. Diisi dengan jumlah Sumbangan Dona Kampanye dalam bentuk barang.
7. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima:

a. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang.
c. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupajasa.

8. Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye.
9. Diisi dengan nomor rekening penyumb3ng (sumbangan tunai).
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana (ampanye (sumbangan tunai).
11. Diisi dengan buldi sumbangan Dana Kampanye (bukti tansfer, nota barang, dll).
12. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye.

13. Untuk gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Pa.rtai Politik Pengusung Pasangan Calon dan cap Pasanga[ Ca]on.
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LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL

PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK-I
DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAMAR PENERIMA SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON

PERIODE 

-s/d 

e

LA]VIPIRAN MODEL LADKS -
PARPOL

2

No.
Asal Sumbangan
Dana Kampanye

Bentuk Sumbangan Dana Kampanye
Ket8Uanf Barangs Jasa6

(Rp) (RP)sa Unitst (RP1oa Bentuk6b

1 Pasangan Calone
Nama Calon Gubernure"

b Nama Calon Wakil Gubernureb

Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politikro
a.
b
c dst.

Sumbangan Pihak Lain Perseoranganl I
Nama Penyumbang I la.

Alamat Peny'umbangr lb:

No. Telp. Penyumbang I lc.

No. Identitas Penyumbang r 1d.

Jumlah
(Rp)7

a.

2.
Nama Partai Politikloa
Nama Partai Politiklob

J.
a.

[-_r_--] I

I

=

=

=

I

=

=

=

It-
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No. NPWP Penyumbz.flgl le

b. dst.

4 Sumbangan Pihak Lain Kelompo[I2
a. Nama PenyumbdflgL2a

Alamat Penyumboogl2b
No. Telp. Penyumb&rgl2c
No. Identitas Penyumbangl2d: ....
No. NPWP Penyumborgl2e

b dst

5 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastar3
a. Nama Penyumb&ogl3a

Alamat Penyumbangl3b'
No. TelP. PenYumbofiql3c'
No. Identitas Penlrumbangtaa
No. NPWP PenYumboflgl3e

b dst.
TOTAL TOTALI4 TOTAL14 TOTALI4 TOTALI4

-37-

KETUAPARPOL/GABUNGANPARPOL BENDAHARAPARPOL/GABUNGANPARPOL

Nama Lengkap - Nama Lengkap -

ttdttd

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
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3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (p€riode sampai denSan tanggal penetapan Pasangan Calon).
4. Diisi dengan tota.l penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupial. Apabila terdapat mata uang lain, rraka

disajikan dalam bentuk konversi rnata uang tersebut ke dalam mata uang Rupial dengan kurs tengai Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk bar:ang:

a. Diisi dengan jun ah penerimaan sumbangan Dana l(ampanye dengan nitrai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah
berdasa.rkan harga pasar.

b. Diisi dengan jumlah satuan ulrit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerirnaan Sumbangan Dana Kampanye yang belbentukjasa:

a. Diisi dengan juE ah p€nerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang menrpakan hasil konversi jasa ke dalam niLai Rupiafr
berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupajasa yang ditertna.
7. Diisi denganjumlah penerimaan sumbangan Dsna Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumLahan tiap bar.is pada kolom 4 + 5a + 6a).
8. Diisi dengan hal-hal lain yang pertu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dar:i Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayean pribadi Pasangarr Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
b. Diisi dengan nama Calon wakil Gubernur beserta nilai penerimaa-nnya

10. Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasa.l daii keuangen Partai politik atau cabungan
Partai Politik yang mengusulLan Pasangan Celon
a. Diisi dengan nama Pa.rtai Politik b€s€rta nilai penerimaannya
b. Diisi dengan nama Partai PoLitik b€s€rta nilai penerimaantya

I 1 . Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang bemsal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
a. Diisi dengan nalna penj.umbang
b. Diisi dengan alamat peu}'umbang
c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (akti4
d. Diisi dengan nomor identitas penJrumbang
e. Diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak pentrumbang (apabila ada)

12. Diisi denganjumlai sumbanga.n Dana Kampanye ]€ng berasal dari sumb€ngan pihak lain kelompok sesuai identitas penJrumban8 kelorEpok.
a. Diisi dengan nama kelompok pen]'u6bang
b. Diisi dengan alamat kelompok pen]'umbang
c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (afdIl
d. Diisi dengan nomor idenhtqs pemimpin kelompok
e. Diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak pemimpin kelompok

13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta s€suai identitas penyumbang badan hukum s\pasta.
a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
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b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat/ tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal _ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)
Nomor NPWP
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Keiompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

jdih.kpu.go.id/ntb



-t

-42-

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2OT8

NOMOR :

Pada hari _ tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8
NAMA PASANGAN CALON I

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode s/ c

Tanggal Pembukaan Rekening
Nama Bank
Nomor Rekening

3

4

5

MODEL LADKI.
PERSEORANGAN

Nomor Uraian Rp Unit Ket
A. Penerimaan6

1 Pasangan Calon7
2 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan8
4 Sumbangan Pihak Lain Kelompoke
5 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum

Swastalo
6 Lain-Lain Komitmenl l

B Pengeluaran ......t2
1 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan Terbatasl3
b. Pertemuan Tatap Mukala
c Pembuatan/Produksi

massa cetak dan
elektronikts

iklan di
media

media
MASSA

d. Pembuatan
kampanye16

desain alat peraga

e Penyebaran bahan kampanye kepada
umumlT

f. Kegiatan lain yang tidak
larangan kampanye dan
perundang-undangan18

melanggar
peraturan

g. Lain-lain1e
2 Pengeluaran Modal2o

a. Pembelian Kendaraan2r
b. Pembelian Peralatan22
c. Lain-1ain23

3 Pengeluaran Lain- Lain2a
a. Pemberian Piutang2s
b. Pembayaran Utang26

C SALDO PER27
Kas di Rekening Khusus28
Kas di 29

Barang3o
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Tagihan kepad6lat
Utangsz

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
7. Diisi dengan danayang berasal dari Pasangan Calon.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak

lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan
Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain
perseorangan tersebut.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lainkelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok organisasi sosial,
kelompok keagamaan dll.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain badan hukum swasta.

11. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

12. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas

meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lainlain pengeluaran terkait
dengan aktivitas rapat terbatas.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi)
iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat
peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang
Kampanye.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon
didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Kampanye.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang
dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah
raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan,
hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap
muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan
Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan
peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

ttdttd
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Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.
Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
Diisi dengan jumlah/ banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer,
inventaris dan lain-lain.
Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan
berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lainlain.
Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
Diisi dengan jumlah uang/ barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
Diisi dengan jumlah uang/ barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon.
Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal
penetapan Pasangan Calon.
Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye
beserta jumlahnya 0umlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon).
Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal penetapan Pasangan Calon).
Diisi dengan jumlah uang/ barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon.
Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/ barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan
Calon.
Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8
NAMA PASANGAN CALO I

DAFTAR AKTIFITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE-sId-2

MODEL LADI<2 .
PERSEORANGAN

Nomor3 Tanggal4 Bukti Pengeluarans Bentuk Aktifitas6 Jumlah Kas (Rp)7
Jumlah Non Kas

(Unit)8
Klasifi kasi Pengeluarane

Keterangan l0
19" 2eb 39"

CALON GUBERNUR

Nama Lengkap -

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU

ttdttd

CALON WAKIL GUBERNUR

Nama Lengkap -
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3. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
4. Diisi de[gan tanggal pada saat pengeluaran te4adi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, buLti transier, but<ti pengeluaran atau buki

pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bedtuk altivitas karnpanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi
1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain trsnsat<si biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi,

koflsumsi, p€rizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
2) Pertemuan tataP muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kaitor, transportasi,

konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya

produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
4) Pembuatan desain alat Peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye s€bagaimana

dimaksud dalam Keputusan KpU provinsi t{TB tentang Kampanye.
5) Penyebaran bahan Kanpanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran

bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya ballsn lGmpanye berupa pakaian, penutup kep€la, alat minum,
kalender, kartu narna, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 1O cm x 5 cm, s€suai Keputusan KpU provinsi NTB ].arg
mengatur te[tang Kampalye.

6) Kegiatan lain yang tidak melan88ar la.rangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perunda.ng-undangan mencakup anta.ra lain kegiatan
kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda sanrai), kegiatan sosial (bazan, donor
darah, perlombaan, har:i ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial

7) Lain-I"ain mencakup transatsi pengeluaian selain kegiatan p€rtemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa,
pembuatan desain alat Peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan
perundang-undangan, seperti biaya administasi bank.

b. Pengeluaran Modal
1) Pembelian Kendaraan diisi denaan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli da.II dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga

pasar,
2) Pembelian Perslatan diisi dengan jumtal/banyalorya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasatkan harga

Fasar. Pembelian tr€ralatan s€perti komputer, inventaris da'r lain-lain.
c. Pengelua.ran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluar.an modal.

7. Diisi dengan ilai rupiah pengeluar:an yang dikeluarkan secsra tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang
harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam tentuk konversi mata uang tersebut ke dalam
mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggsl tlansaksi.
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Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barangffasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang darl jasa, harus disajikan
dalam bentuk satuan barang danjasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah bsrang dan
jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lainjasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-tain.
Kolom Klasifrkasi Pengeluaran diisi dengan:
a. Cek list pada kolom I apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasel dari modal.
c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran b€rasal dari pengeluaran liain-lain.
Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain J,ang pertu dUelaskan.
Keterangan tambahan:
a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana lhmpanye ditampiri dengan Buhi-buldi Transaksi Pengeluaran.
b. l,aporan ditandatangani oleh Pasangan Calon cubernu! dan Wakil Gubemur.

10.

11.
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
NAMA PASANGAN CALON

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
PERIODE_s/d 2

CALON GUBERNUR

TAHUN 2OT8
I

ttd

CALON WAKIL GUBERNUR

Nama Lengkap -

ttd
- Nama Lengkap _

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh pasangan Calon1. Diisi nama pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. #:l::ffil:n:1'"?llporan Jampai dengan tanggar penetapan pasangan caron

MODEL LADKS .

Nomor3 Uraiana 5Jumlah Kas 6Jumlah Non Kas
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4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana lGIntrEnye dan saldo athir periode tutup buku.5 Diisi dengan nilai rupiah aPabila sardo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata
uang tersebut ke dalam mata usng Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.6 Diisi dengan jumtrah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut.
Jika barang tersebut dapat diketalui nilai rupiahnya, Eraka sajikan juga nilai rupiah bararg tersebut berdasarkan harga pasar.7. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hall,ain yang pertu dijelaskan.

8. l€.poran ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
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1

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NAMA PASANGAN CALON 1

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL-s/d-2

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan Calon Gubernur

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 periode tanggal _ sampai _

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:
1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi NTB
tentang Dana Kampanye dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama
periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap
(KECUALI _) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang
sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau
kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang
dilakukan.

MODEL LADK4.
PERSEORANGAN
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Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia
untuk mempertanggungi awabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

Nama Lengkap - Nama Lengkap -

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

ttd cap

jdih.kpu.go.id/ntb



-53-

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OT8
PASANGAN CALON 1

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAI\TYE
PERIODE TANGGAL _s/ 2

MODEL LADKS-
PERSEORANGAN

No Asal Sumbangan
Dana Kampanye

Bentuk Sumbangan Dana Kampanye
Jumlah

(Rp)6
KetTUan93 Baran$ Jasas

(Rp) (Rp)4' Unit+b (RP)sa Bentuksb

I Calons
a. Nama Calon Gubernura"
b Nama Calon Wakil Gubernur8b

2 Sum Pihak Lain 9

a. Nama PenJrumbange": .....
Alamat Pen5rum
No. Tel Pen
No. Identitas Pe
No. NPWP Pen5rumbangs"

b. dst.

3 Sum Pihak Lain Kelom lo

a. Nama bangto'
Alamat Penlrumbanglob' ...
No. Telp. Pen5rumbang lOc.
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l0dNo. Identitas
No. NPWP 10e

b dst.

4 Pihak Lain IHBadan Iukum Swas taa. Nama Pen I 1a.

Alamat rlb
No. Tel I 1c.

lldNo tiIden Pentas
No. NPWP lle

b. dst.
TOTAL TOTAL'2 TOTALI2 TOTAL12 TOTALI2

CALON GUBERNUR

-Nama Lengkap-

ttd

CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap-

ttd

XetGrangeE:
Laporan ini disusun oleh pasangan C€lon.
j 3]:19:rr." .aa pasansan Calon perseorangan

i. iiT'i1ffi"11ffffffif"::jf: Sumtl,ean Dana xampanve (periode sampai dengah tanssal penetapan pasansan csron).

" r::m*t:tf*,-1ffi#r.fl?*:"ffiffi:JTif#::tTft'ffi,:'[*r;ex*h*.:lt*"# ma'ia uans,ain, maka

" lH##:'H{}1ffiH1',,Lffif*T}:m,,r" densan nilai Rupiah vans merupakan has, konversi bara,g ke daram n,ai rupiah
b. Diisi dengan jumliah satua.

'. """*i-"". ",'Jui;ffi i}:ffi;:;;:Tftfl*fif;ilTs vana diterima.

cap
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a. Diisi de[gan jumlah penerimaan sumbanga, Dana Kampanye dengan nilai rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai rupiah
berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupajasa yang diterima.
Diisi denganjumLah penerirraan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + sa)
Diisi dengan hal_hal lain yang perlu dijeLaskan, s€perti rincian ju* ah unit pada kolom ba.rang dan jasa.
Penerimaan yang berasal daii Pasangan calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi pasangan calon:
a. Diisi dengan nama Calon Gubernur bers€rta nilai penerimaannya.
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubemur bes€rta nilai penerimaatrnya
Dibi denganjumlah sumbangan Dana Kampanye yang bemsal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
a. Diisi dengan nama penyumbang.
b. Diisi dengan alaErat pen'umbang
c. Dtsi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (akto
d. Diisi dengan nomor identitas penJrumbang
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabitra ada)

6.
7.
8.

9

10.

11.

Diisi
a.

b.
c.

d.
e.

Diisi
a.

b.
c.

d.
e.

denganjumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dar:i sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas p€nyumbang kelompok.
Diisi dengan nama kelompok pen,,umbang
Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumtang yang dapat dihubungi {aktif)
Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

dengan sumbangan Dana IkmPanye i/ang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
Diisi dengan nama badan hukum swasta fren).umbang
Diisi dengan glaErat badan hukum swasta penlrumbang
Diisi dengan nomor telepon pimpiran badan hukum $rasta yang dapat dihubungi (aktifl
Diisi dengan nomor identitas pen,.umbang dapat berupa at<te pendirian badan hul<um swasta.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima pasangan Calon
Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur

t2.
13.
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari_tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat/ tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/ telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Peny'r.rmbang,

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2OT8

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nomor Identitas :

pimpinan kelompok
Nomor Telepon/Telepon :

Genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan :

Kelompok
Alamat Pimpinan :

Kelompok
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

ttd

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari _ tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum
swasta
A1amat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan
hukum swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang
Saham Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Peny'r,rmbang

-Nama Lengkap-
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LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NoMOR 95/HK.os. L-Kptl 52 I Prov I rxl 2Or7
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARATTAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Formuiir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan
LPSDKI- Kampanye;
Perseorangan
Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab
LPSDK2- Laporan Penerimaan Sumbangan
Perseorangan Kampanye;;
Surat Pernyataan Pen5,rrmbang Pihak Lain Perseorangan;
Surat Pernyataan Penlrrmbang Pihak Lain Kelompok
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

1

2

Dana

atas
Dana

3
4
5

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDKI-PARPOL KampanyeKepadapasanganCalon;

2. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Model LPSDK1- Kampanye;
PARPOL

3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LPSDK2-PARPOL Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyrmbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Peny-rmbang Pihak Lain Kelompok
6. Surat Pernyataan Penlr-rmbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
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LOGO PARPOL GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI PO
DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

KEPADA PASANGAN CALO a

Periode s2mpai- 3

FORTUULIR MODEL
LPSDKl-PARPOL

No.a Tanggals
Jumlah Sumbangan6 Bentuk SumbanganT

Asal Sumbangans Nomor Rekening
Penyumbange

Nomor Rekening
Penerimalo Buktir t Ketr2RP6a Unit6b T\rnaiTu BarangTb Jasa7"

CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/ GABUNGAN PARPOL

CALON WAKIL GUBERNUR
ttd

-Nama Lengkap-

BENDAHARA PARPOL/ GABUNGAN PARPOL

ttdttd

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
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IIotcr.ng.n:
Iaporan ini disusun oleh Pa.rtai Politik atau Gabungan Partai Politik
1. Diisi dengan nsma P€.rtai Politrk atau Gabungen Partai Politik pengusung Passngan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Pa.rtai Politik/GaburEan Partai Politik
3. Diisi dengan periode sumbargan Dana Kamp€nye (periode I (satu) hari setelah IADK disampaikan sampai dengan I hari sebelum penyampaian laporan

LPSDK sesuai denganjadwal s€bagaimana ditetapkan dalam Keputu$an Kzu Provinsi NTB tentang tahapan, program dan jadwal)
4. Dihi dengan noEor urut
5. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
6. Diisi denganjuB{ah sumbangan yang diterima

a. Diisi dengan Jumlal Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dal,am bentuk barangfiasa yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar')

b. Diisi dengan Jumlah sumba.ngan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
7. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
c. Diisi dengan bentuk sumbangan berupajasa

8. Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
9. Diisi dengan nomor rekening penyumbarg (sumbanAan tunai)
10. Diisi dengan nomor rekening penerima sumban8an (sumb€nga! tunai)
11. Diisi dengan bukti sumbangan (bulfti transfer, nota barang, dll)
12. Diisi dengan keterangan terkalt sumbqngan Dana KamPanye
13. Laporan ditandatangani otreh Celon Gubemur dan WaLil Gub€mur.
14. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Pa.rtai Politik pengusung Pasangan C€Ion dan cap Pasangan Calon.

jdih.kpu.go.id/ntb



-62-

LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL

PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK
DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALO

PERIODE TANGGAL_s/d_ 3

o

LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LPSDKl.PARPOL

No. Asal Sumbangan
Dana Kampanye

Bentuk Sum Dana Kam
U Jasa6 Jumlah (Rp)7 Ket8

(Rp) (RP)sa Unitsb (Rp)6" Bentuk6b

1 Calone
a. Nama Calon Gubernure"
b Nama Calon Wakil Gubernureb

2 Partai Politik dan atau Partai Politikto
a. Nama Partai Politikloa
b Nama Partai Politiklob
c dst.

3 Sum Pihak Lain 11

a. Nama Pen I 1a.

Alamat I lb.

No. Te 11c

No. Identitas l1d.

No. NPWP Pen5rumb4nglle

Baranqs
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b dst

4 Sumbangan Pihak Lain Kelompokl2
a.

Alamat 72b.

No. Telp. Pen5rumbangtz"'
No. Identitas Pen5rumbangtza' .

No. NPWP l2e

b dst.

5 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal3
a.

Alamat
No. Telp. Penlrumbang 13c.

No. Identitas Pen5rumbang 13d.

b dst.
TOTAL TOTALI4 TOTAL14 TOTAL14 TOTAL14
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CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/ GABUNGAN PARPOL

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

BENDAHARA PARPOL/ GABUNGAN PARPOL

ttd

-Nama Lengkap-

Nama PenYumbangL2a'

Nama Penyumbangl3a'

No. NPWP Penyumbangts"
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Ncteianga!:
Laporan irli disusun oleh Partai Politik atau cabungan par.tai politik
1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabu[gan partai po]itik pengusung pasangan Calon
2. Diisi dengan nalna Pasangan Ca.lon yang diusung partai politik atau Gabungan partai potitik
3. Dituliskan p€riode laporan Penerimaan sumbangan Dana Kampanye (periode I (satu) haii s€telah LADK disampaikan sampai dengan t hari sebelum

penyampaian laporan LPSDK sesuai denganiadwat s€bagaimana ditetapkan dalam Icputusan I(PU Provinsi NTB tentang Ta]apan, program dan Jadwal).4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalarn bentuk mata uang rupiai. Apabila terdapat mata uang lain, maka
disqikan dalam bentuk konveIsi mata uang tersebut ke dalam mata uang rupiah dengan l(tl,.s tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupial

berdasaikan harga pasar.
b. Diisi denganjumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

6. Penerimaan Sumbangan Dana IGmpanye yang berbentukjasa:
a. Diisi dengan jurr ah penerimaan sumbangan Dana I(ampanye dengan nilai Rupiah yang merupalan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah

berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang ditedma.

7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Karnpanye dengan rilai Rupiah (merupakan hasil penjumlaian tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang danjasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber darranya berasal dari harta kekayaan pribadi pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Cslon Gubemur berserta nilai penerimaannya
b. Diisi dengan nanra Calon Wakil Gubemur beserta nilai penerimaannya

l0 Penerimaaan yEng berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasat dari keuangan partai politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Celon
a. Diisi derrgan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai p€nerimaamya

I 1 . Diisi dengan jumlar sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain persmrangan.
a. Diisi dengan nama penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Diisi dengan noEor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (al<ti0
d. Diisi dengan nomor identitas penJrumbsng
e. Diisi derrgan Nomor Pokok Wajib pajak pen,.umba.ng (apabita adal

12. Diisi dengan jumlall sumbangan Dana Ksmpanye yang bera$al dari sumbangan pihak train kelompok sesuai identitas pen]'umbang kelompok.
a. Diisi dengan nama kelompok penyurnbang
b. Diisi dengan alamat kelompok penJ.umbang
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14.
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c. Diisi dengan nomor telepon kelompok pen).uEbang yang dapat dihubungi (aLtif)
d. Diisi dengan noDor identitas peBimpin kelompok
e. Diisi deng8rr Nohor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berassl dari sumbangan badar hukum swasta sesuai identitas penJrumbang badan hukum swasta.a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penj.umbang
b. Diisi dengan al,amat pen]'uobang
c. Dtsi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aLti4
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa aLte pendirian badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukufl swasta
Diisi dengan total keseluruhar penerimaar sumbangan Dana Kampanye yang diterima pasangan Calon
Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wa.kil cubernur.
Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasanga,r Calon dan cap pasangan Calofl.

jdih.kpu.go.id/ntb



-66-

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON 

-
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAI\TYE

TANGGAL 

- 

S/D 

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan Calon Gubernur

Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan Calon Wakil Gubernur

1

2

3

4

Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Ketua Partai Politik/cabungan partai politik

Bendahara Partai Potitik/ Gabungan Partai politik

adalah Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Ketua partai
Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara partai politik/Gabungan partai
Politik.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2olg _ periode
tanggal _ sampai _

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:
1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Keputusan KpU provinsi NTB
tentang Dana Kampanye dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

MODEL LPSDK2 -
PARPOL
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Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _)
berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau
kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang
dilakukan.
Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia
untuk mempertanggungj awabkannya.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

4

5

Calon Gubernur

ttd

-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

Calon Wakil Gubernur

ttd

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/Gabungan parpol

ttd

-Nama Lengkap- ' -Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan partai politik atau
Gabungan Partai Politik.

ttd

6.
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/ teiepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penlrrmbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal _ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)
Nomor NPWP
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari 

- 

tanggal -.- yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyrrmbang

-Nama Lengkap-

jdih.kpu.go.id/ntb



-71-

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8
PASANGAN CALO

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE-Ild- 2

MODEL LPSDK1 -
PERSElORANGAN

No. Asal Sumbangan
Dana Kampanye

Bentuk Dana
Jumlah

(Rp)6 KetTUan93 Baranf Jasas
(Rp) (Rp)4" Unitab (RP)sa Bentuksb

1 Pasangan Calon8
a. Nama Calon Gubernursu
b. Nama Calon Wakil Gubernur8b

2 Pihak Lain 9

a Nama
Alamat Penyumbongeb'
No. Tel
No. Identitas

b dst.

3 Pihak Lain Kelom 10

a. Nama Penyur4bangto"'
Alamat Penj4rmbangtou'
No. Telp. Pqnyumbang 10c.

No. Identitas Pen5rumbang 10d.

No. NPWP Penyumbangs"
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No. NPIMP Penyum 1Oe

b dst.

Sum Pihak Lain Badan Hukum Swastall
a. Nama 1 la.

Alamat Pen 11b

No. 11c

No. Identitas
No. NPWP 11e

b dst.
TOTAL TOTALl2 TOTAL12 TOTALl2 TOTALl2

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Neterangant
Laporan ini disusun oleh Pasangan calon
1. Diisi dengan nama Pasangan Calon perseorangan
2' Dituliskan periode Laporan Penerimaan sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelai LADK disampaikan sampai dengan I hari s€belum

Penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan da-lam Keputus€n KPU provinsi I.ITB tentang Tahapan, prog.am dan Jadwat).3 Diisi dengan total penerimaan sumbangan Darra Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang rupiarr. apauila teriapat mJta ualg tain, ma*adisajilGn dalam bentuk konversi Erata uang tersebut ke dalam mata uang rupiah dengan kuis tengah nan* rnaonesia pada tanggal hansaksi.4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
a Diisi dengan jurnlah penerimaar sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah J.ang merupakan hasil konveBi bar-ang ke dalarn nitai Rupiahberdasarkan hsrga pasa.r.
b. Diisi dengan jur ah satuan unit sumbangan berupa baraDA ],ang diterima.

5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentukjasa:

ttdttd

4.
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a' Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah
berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan bentuk suEbangan berupa jasa )rang diterima.
Diisi denganjurtrtah penerimaal sumtrangan Dana Kampanye dengar nilai Rupiah (menrpakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)
Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincisn juE ah unit pada kolom barang dan jasa.
Penerimaan yar18 berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi pasangen Calon:a. Dihi dengan nama Calon cubernur berserta nilai penerimaannya
b. Diisi dengan nama Calon Wakil cubemur beserta nilai peflerimaannya
Diisi dengar jur ah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain lxrs€orangan.a. Diisi dengan nama penJ.umbang
b. Diisi dengan alamat penyurEbang
c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (akto
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pen,.umbang

denganjumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbarrgan pihak lain kelompok sesuai ide[titas penyumbang kelompok.
Diisi dengan narna kelompok penJrumbang
Diisi dengan alamat kelompok penyurnbang
Diisi dengan nomor telepon kelompok pen).umbang yang dapat dihubungi (sldJ)
Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal da.ri sumb€ngan badan huLum swasta sesuai identitas penJrumbang badan hukum swasta.
Diisi dengan nama badan hu.kum $wasta penyumbang
Diisi dengan alamat penlrumbang
Diisi dengan [omor telepon pinrpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktiJ)
Diisi dengan nomor identitas penyurtrbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerima€rn sumbangan Dana Kampanye yang diterima pasangan Calon
Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur.

6.
7.
8.

9

10

11

t2.
13.

Diisi
a.
b.
c.

d.
e.

Diisi
a.
b.
c.

d.
e.
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON

sURAT pERNyATAAN raNccuNcEwae
ATAS

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _ s/d _

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan Calon Gubernur

Nama
AIamat
Nomor Identitas
Jabatan Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Berkenaan dengan Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTB Tahun 201g periode tanggar

1

2

samDar

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:
1. Bahwa laporan tersebut di atas adarah tanggung jawab pasangan calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan Komisi pemilihan Umum dengan peraturan Komisi
Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2017, Keputusan Kpu provinsi NTB
tentang Dana Kampanye dan sesuai dengan peraturan perundang_
undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _)
berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan, bukan dari/untuk tindak pidana dan atau
kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang
dilakukan.

MODEL LPSDK2 -
PERSEORANGAIT
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Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia
untuk mempertanggungi awabkannya.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap-

ttdttd

Keterangan:
surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh pasangan caron

cap
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat/ tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/ telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal 

- 

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nomor Identitas pimpinan :

kelompok
Nomor Telepon/Telepon :

Genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :

Alamat Pimpinan :

Kelompok
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Peny'umbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR:

Pada hari _ tanggal _ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
l. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI

NUSA
PEMILIHAN

TENGGARA
UMUM
BARATPROVINSI

NOMOR
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB

TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1 - : Asersi atas Laporan penerimaan dan
PARPOL Pengeluaran Dana Kampanye;

2. Formulir Model LPPDK2 - : Laporan Penerimaan dan pengeluaran
PARPOL Dana Kampanye;

3. Formulir Model LPPDK3 - : Daftar Aktivitas pengeluaran Dana
PARPOL Kampanye;

4. Formulir Model LPPDK4 - : Daftar Saldo Dana Kampanye;
PARPOL

5. Formulir Model LPPDKS - : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon;

6. Lampiran Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDKS-PARPOL Kampanye;

7. Surat Pernyataan Pen5,rrmbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1 . Formulir Model : Asersi atas Laporan Penerimaan dan
LPPDK1-Perseorangan PengeluaranDanaKampanye;

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan pengeluaran
LPPDK2-Perseorangan Dana Kampanye;

3. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LPPDK3-Perseorangan Kampanye;

4. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;
LPPDK4-Perseorangan

5. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDK5-Perseorangan Kampanye;

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyrrmbang Pihak Lain Kelompok
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

9slHK.0s. 1 -Kpt / 52 I prov / rx / 20 tZ
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ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH

PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Alamat
Alamat
Domisili
Jabatan

2. Nama
Alamat
Alamat
Domisili
Jabatan Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20i6 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 5
UMUM

1 Cakupan
Laporan

Kami melaporkan LPPDK
(paling lambat 1 (satu) hari
sejak berakhirnya masa
kampanye paling lambat
pukul 18.00 WITA kepada
KPU Provinsi NTB, LPPDK
dilengkapi dengan:
a. Formulir Model LPPDKI-

PARPOL
b. Formulir Model LPPDK2-

PARPOL;
c. Formulir Model LPPDK3-

PARPOL;
d. Formulir Model LPPDK4-

PARPOL;
e. Formulir Modei LPPDKS-

PARPOL;

Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
20 15 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
20 14 tentang
Pemilihan
Gubernur,
Bupati dan
Walikota
menjadi
Undang-Undang
sebagaimana

1

MODEL LPPDK1 -
PARPOL

: Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat

3 4
A.
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f. Lampiran formulir Model
LPPDK5-PARPOL;

g. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
perseorangan;

h. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
kelompok;

i. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
badan hukum swasta;

j. Copy bukti
Tagihan/Utang;

k. Bukti-bukti Transaksi
Penerimaan dan
Transaksi Pengeluaran ;

dan
1. Pembukuan Dana

Kampanye Pihak Lain.

Dilampiri dengan:
a. LADK Pasangan Calon

yang dilengkapi dengan:
1. Formulir Model

LADKl-PARPOL;
2. Formulir Model

LADK2-PARPOL;
3. Formulir Model

LADK3-PARPOL;
4. Formulir Model

LADK4-PARPOL;
5. Formulir Model

LADKS-PARPOL; dan
6. Lampiran formulir

Model LADKS-
PARPOL.

b. Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana
Kampanye yang
dilengkapi dengan:
1) Formulir Model

LPSDKl-PARPOL;
2) Lampiran Formulir

Model LPSDKl-
PARPOL; dan

3) Formulir Model
LPSDK2-PARPOL.

telah beberapa
kali diubah,
terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 10 Tahun
2016.

2. Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun
2Ol7 tentang
Dana Kampanye
Peserta
Pemilihan
Gubernur dan
Wakil Gubernur,
Bupati dan
Wakil Bupati
dan/atau
Walikota dan
Wakil Walikota.

2 Periode
Pencatatan
dan Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye dimulai
sejak pembukaan RKDK dan
ditutup pada saat masa
Kampanye berakhir.
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B PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

3 RKDKP Kami menempatkan Dana
Kampanye berupa uang,
pada Rekening Khusus Dana
Kampanye yang dibuka oleh
Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang
mengusulkan Kami atas
nama Kami pada Bank.

Batasan
Maksimum
Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang
mengusulkan Kami
mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan
(mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai
uang, termasuk hutang dan
diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK,
LPSDK dan LPPDK tidak
melebihi jumlah di bawah
ini:
a. Rp. 750 Juta untuk

penyumbang dari Partai
Politik atau Gabungan
Partai Politik

b. Rp. 75O Juta untuk
penyumbang
perseorangan.

c. Rp. 75O juta untuk
penyumbang kelompok
dan/atau badan hukum
swasta.

5. Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Dana
Kampanye berdasarkan
Keputusan KPU Provinsi
NTB untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur.

6 Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke
KPU Provinsi
NTB

Kami mematuhi penyerahan
LADK sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan yaitu 1

(satu) hari sebelum masa
Kampanye paling lambat
pukul 18.00 WITA.

4.
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Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LPSDK ke
KPU Provinsi
NTB

Kami mematuhi penyerahan
LPSDK sesuai dengan jadwal
sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan KPU
Provinsi NTB tentang
Tahapan, Program dan
Jadwal disampaikan kepada
KPU Provinsi NTB paling
lambat pukul 18.00 WITA.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara

Apabila terdapat Partai
Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan
Kami menerima sumbangan
yang dilarang maka Partai
Politik atau Gabungan Partai
Politik mematuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. Dilarang menggunakan

sumbangan tersebut;
b. Menyetorkan sumbangan

yang dilarang ke kas
Negara; * dan

c. Melaporkan sumbangan
yang dilarang.

C LADK DAN LPSDK
7 Periode

Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup
waktu pencatatan
penerimaan dan Pengeluaran
LADK yaitu lingkup waktu
pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yang
dilaporkan, pembukuannya
ditutup pada saat Kami
ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.
Kami mematuhi lingkup
waktu pencatatan
penerimaan LPSDK yaitu
lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang
dilaporkan, pembukuannya
dimulai 1 (satu) hari setelah
Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur ditutup

t

* Apabila terdapat hal
tersebut di atas Kami
menyerahkan bukti lapor
kepada KPU Provinsi NTB
dan bukti Surat Setoran
Penentuan Peneriman
Negara Bukan Pajak
(SSPNBP).
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1 (satu) hari sebelum
laporan penerimaan
sumbangan disampaikan

KPU Provinsi NTB.
8 Pembukuan

RKDKP
Nama Bank

Nama Pemilik
RKDKP

membuka Rekening
Khusus Dana Kampanye:
a. Pada bank umum yang

mempunyai perwakilan
di Provinsi dan/atau
kabupaten/kota di
seluruh wilayah
Indonesia.

b. Atas nama Kami, dan
spesimen tanda tangan
dilakukan bersama oleh
Kami dan Partai politik
atau Gabungan Partai
Politik yang
mengusulkan Kami:
Catatan:
1) Rekening Khusus

Kampanye adalah
Kami dan Partai
Politik atau
Gabungan Partai
Politik yang

Kami

Kami

Dana
terpisah
rekening
Kami;

2) Pengelola
Khusus

Kampanye
dari

pribadi

Rekening
Dana

9 Cakupan
LADK

Kami men1rusun LADK yang
memuat informasi:
a. Rekening Khusus Dana

Kampanye;
b. Saldo awal atau saldo

pembukaan;
c. Rincian Penghitungan

Penerimaan dan
Pengeluaran yang
diperoleh sebelum
pembukaan RKDK; dan

d. Sumbangan Dana
Kam

10 Cakupan
LPSDK

Kami men5rusun LPSDK yang
memuat informasi
pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan yang
diterima Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang

Kami.
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Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON GUBERNUR,

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR,

ttd

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018NAMA PASANGAN CALON 1

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYEPERIODE DARI TANGGAL 

- 

S/D- 2

Nomor Rekening Khusus:
3

MODEL LPPDK2 -
PARPOL

Nomor Uraian
A. Unit Ket.SALDo PER4

Kas di 5

Kas 6

B

8

U

B 01

1 Calonl l
2

12Pihak Lain
Sum l3Pihak Lain Kelom

5.
HukumPihak BadanSumbangan

Swastala
6. KomitmenLain Lain 5

C uaran16
1 t7o

a. Pertem 8uan Terbatas
Mukaleb Tata

c
media
Pembuatan iklan di media massa cetak danmassa
Penyebaran
umum21

d bahan kepadakampanye

e
kamPembuatan desain alat

t Umum23f.
g. Kegiatan

larangan
lain yang
kampanye

melanggar
peraturan

24

tidak
dan

Lain-lain2sh
Modalzo

a. Pembelian 27Kendaraan
b Pembelian

Lain-lain2ec.
3 Lain -Lain3o

a. 1Pemberian Pi
Ub. Pem

SALDo PER33

4.

Lain

2.

D.
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Kas di Rekening Khusus3a
Kas 35

Tagihan kepada_ a-

U 8

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon sampai d.engan

berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumtah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per

tanggal penetapan Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye

beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan pasangan calon).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berd.asarkan harga pasar fiumlah

barang per tanggal penetapan pasangan Calon).
B. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan

Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan pasangan calon.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup

saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

12. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan partai politik
yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup
saat berakhirnya masa Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan
Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain
perseorangan tersebut.

74. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial,
kelompok keagamaan, dll.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak
lain badan hukum swasta.

16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup
saat berakhirnya masa Kampanye).

ttdttd
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Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak und.angan, foto
copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran
terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak pasangan calon ditetapkan dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya
produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi
antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya
menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak pasangan calon ditetapkan dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon
didasarkan pada Keputusan KPU Provisi NTB tentang Kampanye (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain
alat peraga Kampanye.
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi
antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis
kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan
aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan calon ditetapkan dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas
seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai),
kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial (periode sejak Pasangan calon ditetapkan dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan
tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye,
penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
Aktiva tetap (periode sejak Pasangan calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya
masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah/ banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak pasangan calon ditetapkan
dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. pembelian peralatan seperti komputer,
inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan calon ditetapkan dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan
berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).
Diisi dengan jumlah uang/ barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
Diisi dengan jumlah uang/ barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal
berakhirnya masa Kampanye.
Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye
beserta jumlahnya (1'umlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal berakhirnya masa Kampalve).

30

31.
32.
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34.

36.
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37' Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggalberakhirnya masa Kampanye.
38' Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masaKampanye.
39' Laporan ditandatangani oleh Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur.
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8
NAMA PASANGAN CALON 

-1
DAFTAR AKTIFITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE TANGGAL 

- 

s/d _2

CALON GUBERNUR,

-Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
3. Diisi dengan no urut kegiatan.

LPPDKS -
PARPOL

ttdttd

CALON WAKIL GUBERNUR,

-Nama Lengkap-

Nomor3 Tanggala Bukti Pengeluarans Bentuk Aktifitas6 Jumlah Kas
(Rp)7

Jumlah Non
Kas (Unit)S

Klasifikasi Pengeluarane Keterangan
1019^ 2eb 39"
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4. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan teiadi.
5' Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengelus.ran Dara Kampanye dapat berupa kwitansi, buli.ti tiansfer, bulrti pengeluaran atau bultipengeluaran Lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat lrerupa:

a. Pengeluat'anoperasi
1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/r:llangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasr,konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan alitivitas raF,at terbatas.
2) Pertemuan tatap muka. meliputi transa.ksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi,konsumsi, perizinan da_n Lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
3) Media massa cetak dan media massa eleLtronik mencakup transaksi antala lain biaya pembuatan iklar radio, iklan media cetak, iklan televisidan iklsn lainnya menggunalaa media cetak dan elektronik {ysng dibiayai oleh Pasangan caion adalah Biaya produksi/pemr""t""- rro".sedangkar r,enyiaiannnya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).4) Penyebaran baian KamPanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaGi, terErasuk biaya prcduksi drn penyebaran

bahan ksmpanye yang dibiayai oleh Pasangan calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepara, arat minum,kalender, kartu nama, pin, a1,at tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm s€suai Keputusan Kpu provinsi NTB tentang

5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencatup antara lain biayajasa pembuatan desain alat peraga Kanpanye.6) Kegiatan Lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundaig undangan mencakup aitara lain rapat umumyang dibatasi, kegiatar kebudayaan (p€ntas seni, p€rnen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jaral santai, 
""p"au ".rrt*ii t"gi"t ,sosial (baza.r, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui Eedia sosial.b. Pengeluaran Modal

l) Pembelian Kendaraan diisi dengs, jumlah/banyakn,'a kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan hargapasar.
2) Pembelian Peralatan diisi dengan iurnlal/banyalmya peralatsn yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatar tersebut berdasarkan harga

frasar. Pembelian peElatan seperti komputer, inventaris dan lain_l,ain.
c. Pengeluaran lain-Iain diluaf pengeluaran operasi dan pengeluaian modal.

T Diisi dengan nilai rupial penggunaan yang dikeluarkan s€cara tunai dan/atau konversi baiang/ jasa ke dalam nil,ai Rupial, Rp fRupiah) berupa uangharus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabita terdapat mata uang lain, maka sa.likan da-lam bentuk konversi mata ,urrg L.".rl,t t a"ru-mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8 Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa baiangfiasa yang dikeluarkan, unit berupa pengeluaran berupa ba.rang dan jasa, harus disajikandalam bentuk satuan barang danjasa tersebut. Jika barang danjasa tersebut dapat diketanui nilai rupiainya, r""ka 

""jit 
alr j;;;]il."pil-oriii u""jasa ters€but berdas€rkar harga pasar. contohnya antara lain jasa artis, sound sJrstem, sewa panggun!, transportasi, da,, lain-lain.9. Kolom Klasifrkasi Pengelua.ran diisi dengan:

a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
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b. cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Keterangan tambahan:
a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi pengeluaran
b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8
NAMA PASANGAN CALON 

-I
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

PERIODE TANGGAL _ sld _2

Nomor3 Uraiana Jumlah Kas (Rp)s

CALON GUBERNUR, CALON WAKIL GUBERNUR,

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye.
Diisi dengan no urut.

ttdttd

1.

2.
3.
4.

MODEL LPPDK4 -
PARPOL

Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan calon) dan saldo a.ldrir periode tutup buku (per tanggal beralhiinya masa kampanye)

Jumlah Non Kas (Unit)6

a
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5 Diisi dengan nil,ai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, mal<a sajikan daram bentuk konversi matauang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal h€nsaksi.6' Diisi dengan jufi ah satuan unit apabila s€ldo/kas tersebut berupa barang, unit berupa b€iang harus disajikan daram bentuk satuan b€rang ters€but.Jika bara'g tersebut dapat diketaiui niLai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersJtut beraasaita. haiga passr.7. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskarr.
8. Laporan ditandatsngani oleh pas,angan C€Ion Gubernur dan Wa.kil Gubernur.
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DEWAN PIMPINAN DAERAH/
LAPORAN
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LOGO PARPOL/
GABUNGAN PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI PO 1

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

KEPADA PASANGAN CALON ,
PERIODE TANGGAL _ s/d _s

MODEL LPPDKS .
PARPOL

No.a Tanggals
Jumlah

6 Bentuk SumbanganT
Asal Sumbangans No Rek

Penyumbange
No Rek

Penerimalo Buktill Ket12RP6a Unitob TunaiT" Barangzt Jasa7.

KETUA PARPOL/ GABUNGAN PARPOL BENDAHARA PARPOL/ GABUNGAN PARPOL

ttd ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh partai politik atau Gabungan partai poritik
1' Diisi dengan nzuna Partai Politik atau Gabungan Partai politik pengusung pasangan calon

-Nama Lengkap-
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2.
3.
4.
5.
6.
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Diisi dengan nama Pasangan C€lon yarg diusung par.tai politik/Gabungan partai politik
Diisi degan periode sumbangan Dana IGmpanye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh Kpu dan beraldrir per tanggar akhir masa ka,npenye)Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan targgal pemberian sumtangan Dana Kampanye
Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
a Diisi dengan Jumlah sumbangan Dana Kampanye dalam bentu.k uang/rupial (termasuk sumb€ngan dalam bentuk baiang/jasa yang telahdikonve$i ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
b. Diisi dengan JuE ah Sumbangan Dana Ihmpanye dalam bentuk Barang
Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
b. Diisi dengan betuk sumbangan berupa barang
c. Diisi dengan betuk sumbangan berupa jasa
Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangsn tunai)
Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
Diisi deDgan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
Dibi dengan ketemngan terkait sumbangan
untuk Gabungan Partai Politik ditandatangaii oleh Gabungan Partai Politik pengusung pasangai caron dan cap seluruh partai pengusung.

7

8.
9.
10.

11.

12.
13.
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LOGO PARPOL/
GABUNGAN PARPOL

PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK---I
DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALO 2

PERIODE TANGGAL _ S/D _a

LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LPPDKS . PARPOL

Bentuk Sum Dana Kam
U Jasa6No. Asal Sumbangan

Dana Kampanye
5a Unitsb Bentuk6b

Jumlah
(Rp)7 Kets

Calone
a Nama Calon Gubernurea
b Nama Calon Wakil Gubernureb

Partai PolitiktoPartai Politik dan atau Ga
a. Nama Partai Politikloa
b. Nama Partai Politiklob
c dst

3 l1Pihak LainSum
a. 11aNama

1lbAlamat
1 lc.No. Tel

1ld.No. Identitas

1.

2.
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No. NPWP Pen5rumbanglle
b dst.

4 Sum Pihak Lain Kelom t2

a. Nama \2^: ....
Alamat 12b.

No. Tel l2c

No. Identitas t2d

No. NPWP l2e

b dst

5 Sum Pihak Lain Badan Hukum Swastal3
a. Nama bangtst'

Alamat i3b

No. Tel 13c

No. Identitas 13d.

No. NPWP 13e

b dst
TOTAL TOTAL14 TOTALl4 TOTAL14 TOTALI4

-98-

KETUA PARPOL/ GABUNGAN PARPOL

*Nama Lengkap-

Keterangau:
Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik
1. Diisi dengan narna Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai politik

BENDAHARA PARPOL/ GABUNGAN PARPOL

-Nama Lengkap-

ttdttd
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3.

4.

5.
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Dituliskan periode taporarr Penerimaan sumbangan Dana KEmpanye (periode sejak penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masakampanye)
Diisi dengan total penerimaa.n sumbqngan Dana IGmpanye yang berupa uang dalam bentuk nrata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, makadisajikan dalafi bentuk konveIsi mata uarg tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia paaa tangga-l transaksi.
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
a Diisi denganjur[ah penerimaan sumbangan Dana Ikmpanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi bar.ang ke dalam nilai Rupiahberdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan jumlal satuan unit sumbangan berupa barang yang diterirna.
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentukjasa:
a Diisi dengan jumlah peneritnaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupalan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah

berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
Diisi denganjurnlah penerimaan sumtangan Dana Kamparye dengan nilai Rupiah (merur,akan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 +5a + 6a)Diisi dengar hal-ha.l lain yang perru dilelaskan, seperti rincian jumrar unit pada kolom bareng danjasa.
Penerima,an yang berasal daii Pasqngan Calon yang sumber dananya berasal dar:i harta kekayaan pribadi pasaagan Calon:a. Diisi dengan nama Calon Gubernur. berserta nflai penerimaannya
b. Diisi dengan nama Calon Walil cubemur bes€rta nilai FEnerimaanrya
Penerimaaan yang b€rasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan partai politik atau cabunganPartai Politik yang mengusulkan pasangan Calon
a. Diisi dengan nama Paitai Politik bes€rta nilai penerknaannya
b. Diisi dengan nama Partai politik beserta nilai penerimaarnya
Diisi denganjur ah sumbsngan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
a. Dihi dengan nama p€n].umbang
b. Diisi dengan alaftat penyurnbarA
c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (akti0
d. Diisi dengan No identitas penyuEbalg
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib pajak penyumbang

6

7.

B.

9.

10

11

t2 Diisi
a.
b.
c.

d.
e.

dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasa.l dari sumbangan pihak Lain kelompok sesuai identitas penJ.umbang kelompok.
Diisi dengan nama kelompok pen,'umbang
Diisi dengan alamat ketompok pen]'umbang
Diisi dengan No telp kelompok penlrumbang yang dapat dihubungi (altif)
Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

13. Diisi dengan sumbangan Dana KamPanye yang berasar dari sumbangan had,n hukutrx swasta s€sgai identitas penyumbang badan hukum swasta.
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a. Diisi dengan nEma badan hukum swasta penyumbang
b. Diisi dengan alaErat penyumb€ng
c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum s\rasta yang dapat dihubungi (aktiJ)
d. Diisi dengan nomor identitas penjrumbang dapat berupa akte pendiiian badan hul(um swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badatr hul<um swasta
Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Darra Kampanye yang diterima pasangan calon
Untuk Gabungan Paitai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik Pengusung Passngan Calon dan cap seluruh partai pengusung.

14.
15.
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON :

SURAT PERI,IYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 201B

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat/ tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor
telepon/ telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penl'umbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nomor Identitas pimpinan :

kelompok
Nomor Telepon/Telepon :

Genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :

Alamat Pimpinan Kelompok :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari 

- 

tanggal -- yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasai dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OT8

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Alamat
Alamat
Domisili
Jabatan

2. Nama
Alamat
Alamat
Domisili
Jabatan

Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat

Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2OI5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2OI7 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
wakil Bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, sebagai berikut:

MODEL LPPDK1 .
PERSEORANGAN

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5
A UMUM
1 Cakupan

Laporan
Kami melaporkan LppDK
(paling lambat 1 (satu) hari
sejak berakhirnya masa
kampanye paling lambat
pukul 18.00 WITA kepada
KPU Provinsi NTB, LppDK
dilengkapi dengan:
a. Formulir Model LPPDKI-

PERSEORANGAN;
b. Formulir Model LPPDK2-

PERSEORANGAN;
c. Formulir Model LPPDK3-

PERSEORANGAN;
d. Formulir Model LPPDK4-

PERSEORANGAN;
e. Pormulir Model LPPDKS-

PERSEORANGAN;
f. Surat

1. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2Ol5 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang
Pemilihan
Gubernur, Bupati
dan Walikota
menjadi Undang-
Undang
sebagaimana
telah beberapa
kali diubah

I
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perseorangan;
g. Surat pernyataan

penyumbang pihak lain
kelompok;

h. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
badan hukum swasta;

i. Copy bukti
Tagihan/Utang;

j. Bukti-bukti Transaksi
Penerimaan dan
Transaksi Pengeluaran;
dan

k. Pembukuan Dana
Kampanye Pihak Lain.

Dilampiri dengan:
a. LADK yang dilengkapi

dengan:
1) Formulir Model

LADKl-
PERSEORANGAN;

2) Formulir Model
LADK2-
PERSEORANGAN;

3) Formulir Model
LADK3-
PERSEORANGAN;

4) Formulir Model
LADK4-
PERSEORANGAN;

5) Formulir Model
LADK5-
PERSEORANGAN;
dan

b. Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana
Kampanye yang
dilengkapi dengan:
1) Formulir Model

LPSDKl-
PERSEORANGAN;
dan

2) Formulir Model
LPSDK2-
PERSEORANGAN.

penlrumbang pihak lain terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 10 Tahun
2016.

2. Peraturan KpU
Nomor 5 Tahun
2077 tentang
Dana Kampanye
Peserta Pemilihan
Gubernur dan
Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan
Wakil Walikota.

Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami
pencatatan
penerimaan
Pengeluaran
Kampanye dimulai
pembukaan RKDK
ditutup pada saat

dan
Dana
sejak

dan
masa

melakukan

Kam berakhir.

2.
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PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPAI{YE PEMILU

RKDKP menempatkan Dana
Kampanye berupa uang,
pada Rekening Khusus
Dana Kampanye
dibuka oleh Kami

Kami

nama Kami Bank

yang
atas

Batasan
Maksimum
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan
(mencakup uang, barang,
danf atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai
uang, termasuk hutang dan
diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum)
yang dilaporkan dalam
LADK, LPSDK dan LPPDK
tidak melebihi jumlah di
bawah ini:
o. Kp. /5 Juta untuk

penyumbang
perseorangan.

e. Rp. 750 juta untuk
penyumbang kelompok
dan/atau badan
hukum swasta.

Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

pembatasan
pengeiuaran Dana
Kampanye berdasarkan
Keputusan KPU provinsi
NTB untuk pemilihan
Gubernur.

Kami mematuhi

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke
KPU Provinsi
NTB

Kami mematuhi
penyerahan LADK sesuai
dengan waktu yang telah
ditetapkan yaitu 1 (satu)
hari sebelum masa
Kampanye paling lambat

kul 18.00 WITA.
Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LPSDK ke
KPU Provinsi
NTB

Kami mematuhi
penyerahan LPSDK sesuai
dengan jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam
Keputusan KPU Provinsi
NTB tentang Tahapan,
Program dan Jadwal
disampaikan kepada KpU
Provinsi NTB paling lambat
ukul 18.00 WITA.

B.

4.

5.

6.
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Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara

Kami menerima
sumbangan yang dilarang
kami mematuhi ketentuai
sebagai berikut:
a. Dilarang menggunakan

sumbangan tersebut;
b. Menyetorkan

sumbangan yang
dilarang ke kas Negara;
* dan

c. Melaporkansumbangan
yang dilarang.

* Apabila terdapat hal
tersebut di atas Kami
menyerahkan bukti lapor
kepada KPU Provinsi NTB
untuk Pemilihan Gubernur
dan bukti Surat Setoran
Penentuan Peneriman
Negara Bukan pajak

Apabila

SSPNB
C LADK DAN LPSDK
7 Periode

Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup
waktu pencatatan
penerimaan dan
Pengeluaran LADK yaitu
lingkup waktu pencatatan
penerimaan dan
Pengeluaran LADK yang
dilaporkan, pembukuannya
ditutup pada saat Kami
ditetapkan sebagai Peserta
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.
Kami mematuhi lingkup
waktu pencatatan
penerimaan LPSDK yaitu
lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang
dilaporkan, pembukuannya
dimulai 1 (satu) hari setelah
Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur ditutup 1 (satu)
hari sebelum laporan
penerimaan sumbangan
disampaikan kepada KPU
Provinsi NTB.

8 Pembukuan
RKDKP
Nama Bank

Kami membuka Rekening
Khusus Dana Kampanye:
a. Pada bank umum yang

mempunyai perwakilan
di Provinsi dan/atau
kabu ten kota di

jdih.kpu.go.id/ntb



Nama
Pemilik
RKDKP

b. Atas nama Kami.
Catatan:
1) Rekening Khusus

Dana Kampanye
terpisah dari
rekening pribadi
Kami;

2l Pengelola Rekening
Khusus Dana
Kampanye adalah
Kami dan partai
Politik atau
Gabungan partai

wilayah

Politik

seluruh
Indonesia.

yang
Kami.

9 Cakupan
LADK

Kami menJrusun LADK yang
memuat informasi:
a. Rekening Khusus Dana

Kampanye;
b. Saldo awal atau saldo

pembukaan; dan
c. Rincian Penghitungan

Penerimaan dan
Pengeluaran yang
diperoleh sebelum
pembukaan RKDK

d. Sumbangan Dana
Kam

10. Cakupan
LPSDK

menJrusun LPSDK

memuat informasi
pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan yang
diterima Pa Calon

Kami
yang

-108-

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON GUBERNUR

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap-

ttdttd
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON I

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAI{YE
PERTODE DARI TANGGAL -- S/D _z

Nomor Rekening Khusus: 3

MODEL LPPDK2 -
PERSEORANGAN

Uraian Unit Ket.A SALDO PER4
Kas di Re Khususs
Kas di 6

7

8T adahan ke
Utan

B Penerimaanlo
1 Ca1on11

Sumban t2Pihak Lain Perseo
k13Sumban Pihak Lain Kelom

5 Sumbangan Pihak
Swasta 14

Lain Badan Hukum

6 Lain-Lain Komitmenls

C luaran 16

Pen luaran O rasl
Pertemuan TerbataslTa

Mukal8b. Pertemuan Tata
tan iklan di media massa cetak

dan media massa elektronikle
C Pembua

d. Penyebaran bahan
umum20

kampanye kepada

desain a,iat peragae
kam an
Pembuatan

t Umum22f. Ra
g. Kegiatan

larangan
lain yang
kampanye

tidak
dan

melanggar
peraturan

23rlln -und
h. Lain-lainz+

luaran ModalzsPen
Pembeiian Kendaraan26a

b. PembelianPeralatan2T
c. Lain-1ain28

luaran Lain-LainzsPe

Pemberian Piutan 0a.
Ib Pem aran Utan

Nomor

2.
4.

1.

2.

tr?
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D SALDO PER32
Kas di Khusus33
Kas 34

5

36

U

CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap-

ttd

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh pasangan Calon
1' Diisi nama pasangan caron yang meraporkan Dana Kampanye.2' Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calonoleh KpU sampai dengan berakhirny. rr,r.. Kampanye.3. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.4. Diisi saldo per tanggal penetapan pasangan Calon.5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ida paaa Rekening Khusus DanaKampanye per tanggal penetapan pasangan Calon.6' Diisi dengan jumtah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening KhususDana Kampanye beserta jumlahnya (iumlah kas per tanggar penetapan

Pasangan Calon).
7 ' Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan hargapasar (iumlah barang per tanggar penetapan pasangan calon).8. Diisi dengan jumlah uang/barang/iasa yang ada pada pihak lain pertanggal penetapan pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumrah hutang per tanggal penetapan pasangan calon.10' Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak pasangan calonditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).11' Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan calon Gubernur dan wakilGubernur (periode sejak Pasangan calon ditetapkan dan ditutup saatberakhirnya masa Kampanye).
12' Diisi dengan jumrah sumbangan Dana Kampanye yang berasar darisumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori initermasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan

dan dibiayai sendiri oleh pihak rain perseo...rg.r tersebut.13' Diisi dengan jumrah sumbangan Dana Kampanye yang berasal darisumbangan pihak rain kelompok, seperti kerompok organisasi nonpemerintah, kerompok organisasi sosiar, kerompok keagamaan, d[.74' Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal darisumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15' Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain danakan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode ..;.t pasangan

calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

cap
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16' Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak pasangan caron
ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
Pertemuan terbatas meliputi antara lain transatsi biaya sewagedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor,
transportasi, konsumsi, perizinan dan lain_lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak pasangan calon ditetapkan
dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18' Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa
gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor,
transportasi, konsumsi, perizinan dan lain_lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas tatap muka (periode sejak pasangan caro., ditetapkan
dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

19' Diisi dengan jumlah pengeruaran yang terkait dengan biaya untuk
membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa
elektronik.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
Penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang
dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KpU provinsi
NTB tentang Kampanye (periode sejak pasangan calon ditetapkan dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

21' Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat
umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan
dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode
sejak Pasangan calon ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa
kampanye).

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
Kegiatan lain yang tidak meranggar rarangan Kampanye pemilihan dan
peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan
kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga
(gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial
(periode sejak Pasangan caron ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya
masa Kampanye).

24. Diisi dengan jumrah pengeluaran selain pengeruaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan
desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat
umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye,
seperti biaya administrasi bank.

25. Pengeluaran Modal meriputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye
terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak pasangan caron ditetapkan dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

26. Diisi dengan jumlah/ banyaknya kendaraan yang diberi dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak
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ditetapkan dan ditutup saat berakhirnva

27' Diisi dengan jumlah/ banyaknya peraratan yang diberi dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak pasangan calon
ditetapkan dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah pengeruaran serain pembelian kendaraan dan
pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan
gedung/bangunan dan lain-rain (periode sejak pasangan caion ditetapkan
dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

masa

kan dan ditutup

untuk diterima

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan
pengeluaran modal (periode sejak pasangan Calon ditetap
saat berakhirnya masa Kampanye).

30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan
kembali.
Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali-
Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut
per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
Diisi dengan jumiah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening KhususDana Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal berakhirnya
masa Kampanye).
Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan hargapasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang t..arprt pada pihak lain pertanggal berakhirnya masa Kampanye.
Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/ barang/jasaper tanggalberakhirnya masa Kampanye.
Laporan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan wakilGubernur.

31.

32.
.r.r.

34.

35.

36.

J/.

38.
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8
NAMA PASANGAN CALON 

-1
DAFTAR AKTIPITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE- s/d _z

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1' Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

ttd ttd

MODEL LPPDKS .

Klasifikasi 9Nomor3 Tanggala Bukti
uarans

Bentuk
Aktifitaso

Jumlah Kas Jumlah Non
Kas n1 19u 2eb 39. 10Keterangan

J Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KpU sampai dengan berakhirnya masa kampanye)

jdih.kpu.go.id/ntb
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4. Diiei dengan norEor ur"ut keSiatsn.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaa4 teriadi.

" *H"rl}ffiffiT 
bukti vang menunjukan adanva pengeluaran Dafra Kampanve dapat berupa kwitansi, bu|ti transfer, bukti penSeluafan atau bukti

7. Diisi dengan bentuk aktivitas kaftpanye dapat berupa:
a. Pengetuaiar Operasi

l) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi,konsumsi, perizinan dan lain_lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat ;rbatas.2) Pertemuan tatap muka' metputi hansat<si antara lain biaya sewa gedunj/ruangal, cetak undaigan, foto copy, a-lat turis kantor, trarsportasi,konsumsi, perizinan dan lain_lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muL.3) Media massa cetak dan media Erassa eleltronik mencakup transaksi antar; hin biaya pembuatan iklan radio, iklan rnedia cetak, iklan televisidan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektrcnik &ang dibiayai oletr pasangan cul." 
"i"rri, Biaya produksi/pembuat&r lklansedangkan penyial-an[nya dibiayai oleh KpU, sesuai peraturan KpU yang mengatur ten;-g*-;;;.4) Penyebaran bahar Kampanye kepada um.rtr mencakup kesata,, rylc menimbulka, tLsarci, iermasut biaya produksi dan penyebaranbahan kampanye yang dibiayai oleh Pas€ngan ca.lon, artara l,a-in 

Piaya 
bahan k 

"rp"ry" ;;p;- p"Irjrrr, penutup kepala, ,",.,,r,,,l
ffi;*?jf" ""-a' pin' slat tuts, pal'uns dan/atau stiker pa.lins besar uleran ro "- " s "- "i*i (.p;;:; xd ;;;;;, ffi;'#ffi

5) Pembuatan desain alat peraga Kanpanye mencakup anta.ra lain biayajasa pembuatan desain arat peraga Kampanye.6) Keaiatan lain yang tidak melanggar larsngan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-,*iffi -"rr*top anta.ra lain rapat umumyang dibatasi' kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah iga (gerik jaran santai, sepeda santai), kegiatqnsosial (bazar, donor darah, perlomb'an, har.i ulang tahu,,), dan kampanye rnelalui media sosialb. Pengeluaran Modal
t) 

fi330"' 
I(t"oaraan diisi denganiumlah/banyalarya kenda.raen yang dibeli dan dinil,ai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasa.rkan harga

' fi*:Hff#S.Sj,L":1ffijffiil'JffiHn5fffl_r,4. ot*o dan dinlai densan rupia]r peraratan tersebut berdasarkan ha,sa
c. Pengeluaran lain-lain diluar pengelu€t-an operasi dan pengeluaran modal.
Diisi dengan nilai ruPiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ iasa ke dala4 nitai Rupiai, Rp (Rupiah) berupa uangharus disajikan datam bentuk mata uang RuPiah Apabila terdapat mata ua,,g lain, mat<a sai <Uaaum bentuk konversi mata uang tersebut ke dalanrmate uang Rupieh dengan kurs tengah Bank lfldonesia pada tanggal hansaksi.
Diisi den8an iumlah satuan unit pengeluaran berupa barangfiasa yang dikeluarkaa, unit berupa pengel,aran berupa barang dan jasa, harus disajika,dalam bentuk satuan baraD€ dan jasa te^ebut Jika barang danjasa teLbut dapat dit turr"i 

"ir"i *plh"yr, ma]; sa; .arr.;uga n u rupiah barang da:rjasa tersebut berdasarkan haiga pasar. contobnya antara lain iasa artis, soufld system, sewa panggur;, *"r"i*i, u", r"ir-r"r".Kolom Ioasiikasi Pengcluaran diisi dengan:

\.

8

9

10
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11.
72.

a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lainlain.
Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Keterangan tarnbahan:
a Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti rransaksi pengeluaran.b. Laporan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur.
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
NAMA PASANGAN CALON 

--1
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

PERIODE TANGGAL _ s/d _z

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:
Laporan ini disusun oleh pasangan Calon

I Pl"l 1*" Pasangan Calon yang melaporkan Dena Karnpanye.

3. 3# :fl!il *lTi.Irifporan 
vaitu per tanssar tr'.,.t p",, i^""rrgr.r, calon oleh Kpu dan ditutup pada beralhirnya r,asa kampaDye.

4 Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapa, pasangan calon) dan sardo al.hir periode tutup buku (per tangga-r berakhirnya masa kamparrye)

ttd ttd

MODEL LPPDK4 .

Nomo13 Uraiana Jumlah Kas 5 6Jumlah Non Kas 7Ke
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5. Diisi 
lenSan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebu6 ;ilii:'""#:fi,h'T,Itr":Ti:l?,,a*:;fr"4ii::fi:l-,X?-,i::fl*:Tiff"#ffi'.ffi:il;* rain, maka sajikan da,am bentuk konversi mata

_ Jika u....g,"r".uri --tuan unit apabila saldo/kas tersebu"t l.;;;;""t:'irlr, o.-o, orrr";i;" disajikan.dalam bentuk satuan barang tersebut.: ladau.,#"";"";,J!itl[,i.fffi1"T,ffi m;:f ;11#;;;1;;1"" o-",*i.."""o,101.#ili'u.,,,.,*.,,",. :

a. Laporan ditandatansani .,.n 
"""L*r, ".;;;;;:.;". "an 

Wakil cubernur.
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8
NAMA PASANGAN CALON 

-1
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE TANGGAL _ s/d _z

MODEL LPPDKS .
PERSEORANGAN

Bentuk Sum Dana
U Jasas

No. Asal Sumbangan
Dana Kampanye

4a Unitau 5a Bentuksb

Jumlah
(Rp)6 KetT

1 Calon8
a. Nama Calon Gubernur8"
b. Nama Calon Wakil Gubernur8b

2 Sum Pihak Lain 9

a. Nama
Alamat
No. Tel
No. Identitas Pen
No. NPWP

b dst.

3 Sum Pihak Lain Kelom l0

a. 1Oa.Nama
10bAlamat

No. Tel

a

Baranpf
(Rp)

jdih.kpu.go.id/ntb
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CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Kcterr,lgan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi dengal nama pasangan Calon perseolzmgan
2' Dituliskan Periode Laporan Penerimaan surnbangan Dana Kampanye (periode sEak penetap€n pasan8an calon oleh Kpu sampai dengan berakhirnyamasa kampanye).
3 Diisi dengan total peneriEraan sumbangan Dana lGmpanye yang berupa uang dalam b€ntuk mata uang Rupiah. Apabila terd,apat mata uang lain, makadisajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalarn Erata uang Rupiah dengan turs tengan eant Indonesia pada tanggal transaksi.4' Penerimaalr sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang: a. Diisi dengan jumlah p"rroirir& sullbangar Dana Kampanye dengan nil,ai Rupia}lrang merupaLan hasil konversi barang ke daram nilai Rupiah berdasarkan harga pasar. b. Dtsi dengan jumtah satuan unit sumbangan berupa baraogyang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentukjasa:

rt.

ttd ttd

No. Identi 10dPen
No. NPWP Oe

b. dst.

4 Sum Pihak Lain Badan Hukum Swastall
a. 1 1a.Nama

1lb.Alamat
lc.No. Tel

11d.No. Identitas
11eNo. NPWP Pen

b dst.
TOTAL TOTAL12 TOTALl2 TOTALl2 TOTALl2

cap
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a' Diisi dengan judai penerirnaan sumbalgan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupal<a.n hasil ko ,ersi jasa ke da.lam nilai Rupiahberdasar.ksn harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbsngan berupajasa yang diterima.
Diisi denganjumlai r'enerimaa' $umbangan Dana Kaftpanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasfl penjumlalan tiap baris pada kolom 3 + 4a + sa)Diisi deflgan hal-hal tain yang perlu diielaskan, seperti rincian jumliah unit pada kolom barang dan jasa. 

_

Penerimaan yang berasal daii Pasangan calon yang sumber dananya berasat dari harta ketay""r, p.iuai e""arr8an calon:a. Diisi dengan nama Caion Gubernur berserta nilai penertnaannya
b. Diisi dengan nama Calon Wakil cubemur beserta niliai p€nerimaannya
Diisi dengan jur ah sumbangan Dana Kampanye yang trerasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.a. Diisi dengan nama penlrumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbanS
c. Diisi denga.n nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aLti0d. Diisi dengan nomor identitas penj4rmbang
e. Dflsi dengan Nomor Pokok Wajib pajak penyumbang

dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihal lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelomr|ok.a.Dtsi dengan nama kelompok penyumbang
Dtsi dengan alaErat kelompok penlrmbang
Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktiq
Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib pajak pemimpin kelompok
dengan sumbalrgan Dana IGmpanye yang b€rasal daii sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penJrumbang badan hukum swasta.Diisi dengan nama badan hukum swasta penyurhbang
Dibi dengan alarhat badan hukum swasta penyumbang
Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hulcum swasta yang dapat dihubungi (aktjf)
Diisi dengan nomor identitas penJrumbang dapat berupa aLte p€;dirian badan hukum swasta.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima pasangan calon
Laporan ditandatangani oleh calon Gubernur dan wakil Gubernur.

6.
7.
B.

9

10

11

12.
13.

Diisi
a.
b.
c.

d.
e.

Diisi
a.
b.
c.
d.
e.
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LOGO PASANGAN
CALON

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat/ tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar_benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

NAMA PASANGAN CALON :

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB

jdih.kpu.go.id/ntb
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal 

- 

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nomor Identitas pimpinan :

kelompok
Nomor Telepon/Telepon :

Genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :

Alamat Pimpinan Kelompok :

Jumlah Sumbangan i

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok ;

Dengan ini menyatakan bahwa:
I
2
J

4

Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari 

-_ 

tanggal 

-- 

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Peroiehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1

2
a

4

Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
Kami tidak dalam keadaan paitit atau dinyatakan pailit;
sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar_benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 95/HK.0s. 1-Kptl 52 I Prov I Ixl 2Ot7
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan

Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik;

7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon Perseorangan;

8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik; dan

9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.
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BERITA ACARA
NOMOR:

TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OT8

Pada hari ini .... tanggal ....... bulan ...... tahun dua ribu .. ., KpUProvinsi NTB telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye pasangan calonGubernur dan wakil Gubernur, sebagaimana dimaksua datam pasal TS Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2ols tentang penetapan peraturanPemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2or4 TentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan warikota menjadi Undang_Undang,sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ....... tanggal ....... bulan .......tahun dua ribu pukul ,ITA, pasangan caron Gubernur danwakil Gubernur yang menvampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

BA PENERIMAAN
LADK

&axt8 t

NO PASANNAMA GAN CALON TANHARI GGAL WAKTU1

2
3
4

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun2ol7 tentang Dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan wakilGubernur' Bupati dan wakil Bupati , d.anf atau walikota dan wakil walikota,maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan formatlaporan penerimaan sumbangan Pasangan calon dengan hasil sebagai berikut:

TANHASIL PENC ERMANO. NAMA PASANGAN CALON
L TL* S TS**1

2
3
4

Rincian hasil pencermatan dituangkan daram Form Tanda Terima yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap(......... ........) dan disampaikan kepada:
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1

2
3

Satu rangkap untuk KpU;
Satu rangkap untuk KpU provinsi NTB;
Satu rangkap untuk Kantor Akuntan publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1 LALU AKSAR ANSORI

2. YAN MARLI

3. HESTY RAHAYU

4. H. ILYAS SARBINI

5. SUHARDI SOUD

Keterangan:
*) Lengkap/Tidak Lengkap
**) Sesuai/Tidak Sesuai

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OI8

Pada hari ini tanggal ....... bulan tahun dua ribu ., Komisi
Pemilihan Umum Provinsi telah menerima Laporan penerimaan

Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Komisi pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2OI7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ....... tanggal ....... bulan .......
tahun dua ribu pukul WITA, pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye yaitu:

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2017, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi
dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil
sebagai berikut:

Rincian hasil pencermatan dituangkan daram Form Tanda Terima yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

BA PENERIMAAN
LPSDK

NO NAMA PASANGAN CALON HARI/TANGGAL WAKTU

2
3
4

HASIL PENC ERMATANNO. NAMA PASANGAN CALON +L **S
1

2
3
4

1.
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Demikian Berita Acara ini dibuat daiam
(...... ....... .....) dan disampaikan kepada:
1. Satu rangkap untuk KPU;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

rangkap

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. LALUAKSARANSORI

2. YANMARLI

3. HESTY RAHAYU

4. H. ILYAS SARBINI

5. SUHARDI SOUD

Keterangalr:
*) Lengkap/Tidak Lengkap
**) Sesuai/Tidak Sesuai

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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BA PENERIMAAN
LPPDK

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OT8

Pada hari ini tanggal ....... bulan tahun dua ribu ..., Komisi
Pemilihan Umum Provinsi telah menerima Laporan penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan hasil sebagai
berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ....... tanggal ....... bulan .......
tahun dua ribu pukul WITA, pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye yaitu:

NO NAMA PASANGAN CALON HARI/TANGGAL WAKTU
1

2
3
4

Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor S
Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , d.anf atau Walikota dan Wakil Walikota,
maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format
laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO NAMA PASANGAN CALON HASIL PENCERMATAN
LITL** S/T5***

1

2
3

;*su, i

?

'ai,'

4.
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Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat da,lam
(.. .... .....) dan disampaikan kepada:
1. Satu rangkap untuk KPU;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi NTB;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

rangkap

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1

2

3

4

5

LALU AKSAR ANSORI

YAN MARLI

HESTY RAHAYU

H. ILYAS SARBINI

SUHARDI SOUD

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Keterangan:
*) lrngkap/Tidak Lengkap
**) Sesuai/Tidak Sesuai
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TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2OT8

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut:

UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULI{AN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK

NO. JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN*)

JUMLAH
DOKUMEN KET

1

Ada Tidak Ada

2 Formulir Model LADK2-
PARPOL (untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana Kam

Ada Tidak Ada

Formulir Model LADK3-
PARPOL (untuk Daftar
Saldo Dana Kam

Ada Tidak Ada

4

Ada Tidak Ada

5

Ada Tidak Ada

6 Lampiran Formulir
Model LADKS-PARPOL
(untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kam

Ada Tidak Ada

7 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak
Lain Perseo

Ada Tidak Ada

Formulir Model LADKI-
PARPOL (untuk Laporan
Awal Dana Kampanve)

3.

Formulir Model LADK4-
PARPOL (untuk Format
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)
Formulir Model LADKS-
PARPOL (untuk Laporan
Sumbangan Dana
Kampanye kepada
Pasangan Calon)
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8 Surat Pernyataan
Penyumbangan pihak
Lain

Ada Tidak Ada

9 Surat Pernyataan
Pen5rumbangan pihak
Lain Badan Hukum
Swasta

Ada Tidak Ada

10. Copy Buku/ Rekening
Koran Khusus Dana
Kam

Ada Tidak Ada

11. Surat Keterangan data
Ada Tidak Ada

t2. copy bukti Tagihan/
U bila Ada Tidak Ada

13. Soft Copy Laporan Awal
Dana Kam Ada Tidak Ada

Di Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2' Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan calon, I (satu) rangkap untuk Kpu provinsi NTB.

penselola

a
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TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYEPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2078

:li:r#l.ffi,t, Laporan Awar Dana Kampanve calon Gubernur dan wakil

Nama Pasangan Calon
Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut

CALON

1 Model LADKI-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Awal Dana

Formulir

Kam
Ada Tidak Ada

2 ulir Model LADK2-
PERSEORANGAN (untuk
Daftar Aktivitas
Pengeluaran Dana

Form

Ada Tidak Ada

3 Formulir Model LADK3-
PERSEORANGAN (untuk
Daftar Saldo Dana
Kam

Ada Tidak Ada

4 Pormulir Model LADK4-
PERSEORANGAN (untuk
Format Surat Pernyataan

Jawa

Ada Tidak Ada

5 Formulir Model LADKS-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak Ada

6 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak
Lain Perseorangan

Ada Tidak Ada

7 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak
Lain Kelompok

Ada Tidak Ada

NO dEl.rs,6gRuMfu,
KET
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8 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak
Lain Badan Hukum
Swasta

Ada Tidak Ada

9 Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana
Kam

Ada Tidak Ada

10. Surat Keterangan data
pengelola rekening Ada Tidak Ada

11. Copy bukti Tagihan/
U Ada Tidak Ada

l2 Soft Copy Laporan Awal
Dana Kam Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

-134-

Diserahkan Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2' Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untukPasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KpU provinsi NTB.

(apabila ada)
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TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut:

UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI
POLITIK

1 Formulir Model LPSDKI-
PARPOL (untuk Laporan
Sumbangan Dana
Kampanye kepada

Ada Tidak Ada

2 Lampiran Formulir Model
LPSDKl-PARPOL (untuk
Daftar Penerimaan
Sumbangan Dana
Kam

Ada Tidak Ada

3 Formulir Model LPSDK2-
PARPOL (untuk Format
Surat Pernyataan

Jawab

Ada Tidak Ada

4 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak Lain
Perseo

Ada Tidak Ada

5. Surat Pernyataan
Pen5rumbangan pihak Lain
Kelompok Ada Tidak Ada

6. Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak Lain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak Ada

7 Soft Copy Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana

Ada Tidak Ada

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN*)

JUMLAH
DOKUMEN KET

Calon)
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Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan
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Diserahkan Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing_masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KpU provinsi NTB.
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TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut:

UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

Formulir Model LPSDKI-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak Ada

2 Formulir Model LPSDK2-
PERSEORANGAN (untuk
Format Surat Pernyataan

Jawab

Ada Tidak Ada

3 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak
Lain

Ada Tidak Ada

Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak
Lain Kelompok

Ada Tidak Ada

Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak
Lain Badan Hukum
Swasta

Ada Tidak Ada

1.

4.

5.
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6 Soft Copy Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diterima Oleh serahkan

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. ") Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KpU provinsi NTB.
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TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut:

UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULI(AN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK

1 Formulir Model LPPDKI-
PARPOL (untuk Asersi atas
Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

2 Formulir Model LPPDK2-
PARPOL (untuk Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kam

Ada Tidak Ada

3 Formulir Model LPPDK3-
PARPOL (untuk Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Dana

Ada Tidak Ada

4 Formulir Model LPPDK4-
PARPOL (Untuk Daftar
Saldo Dana

Ada Tidak Ada

5 Pormulir Model LPPDKS-
PARPOL (Untuk Laporan
Sumbangan Dana
Kampanye kepada

Ada Tidak Ada

6

Ada Tidak Ada

NO. JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN*)

JUMLAH KgI

Calon)
Lampiran Formulir Model
LPPDKS-PARPOL (untuk
Daftar Penerimaan Dana
Kampanye)
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7 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak Lain Ada Tidak Ada

8 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak Lain
Kelom

Ada Tidak Ada

9 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak Lain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak Ada

10. Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana
Kam

Ada Tidak Ada

11. Surat Keterangan data
Ada Tidak Ada

12. Copy bukti Tagihan/
U Ada Tidak Ada

13 Bukti-bukti Transaksi
Penerimaan dan Transaksi

luaran
Ada Tidak Ada

t4. Pembukuan Dana
Kampanye Pihak Lain
(apabila ada)

Ada Tidak Ada

15. Asersi Calon Ada Tidak Ada
t6. Tanda Terima Laporan Awal

Dana Kampanye Ada Tidak Ada

t7. Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

-t40-

Diserahkan Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB.

(apabila ada)
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TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKTL GUBERNUR NTB TAHUN 2OT8

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut:

UNTUK PASANGAN CALON

1 Formulir Model LPPDKI-
PERSEORANGAN (untuk
Asersi atas Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

2 Formulir Model LPPDK2-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

3 Formulir Model LPPDK3-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

4 Formulir Model LPPDK4-
PERSEORANGAN (Untuk
Daftar Saldo Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

5 Formulir Model LPPDKS-
PERSEORANGAN (Untuk
Laporan Sumbangan Dana
Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak Ada

6 Surat Pernyataan
Penyumbangan Pihak Lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

7 Surat Pernyataan Ada Tidak Ada
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Penl'umbangan Pihak Lain
Kelom k

8 Surat Pernyataan
Penl'umbangan Pihak Lain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak Ada

9 Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana
Kam

Ada Tidak Ada

10. Surat Keterangan data
lola reken Tidak Ada

11. Copy bukti Tagihan/
U a bila ada Ada Tidak Ada

12. Bukti-bukti Transaksi
Penerimaan dan Transaksi
Pen luaran

Ada Tidak Ada

1C Pembukuan Dana
Kampanye Pihak Lain
a bila ada

Ada Tidak Ada

14. Asersi Pas Calon Ada Tidak Ada
15. Tanda Terima Laporan

Awal Dana Kampanye Ada Tidak Ada

16. Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

-t42-

Diserahkan Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi NTB.

Ada

ara
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